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MOTTO 
 
 اًرُسعْلأ َعَم َّنِإَف۝٥  
“Karena sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan” 
(QS. Al-Insyirah: 5)  
 
“Sesuatu akan terlihat tidak mungkin sampai semuanya selesai” 
(Nelson Mandela) 
 
“Tuhan tidak menuntut kita untuk sukses, 
Tuhan hanya menyuruh kita berjuang tanpa henti”  
(Emha Ainun Nadjib) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif 
Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ix 
 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
 
x 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
(ـَــــ) Fathah A A 
 (ِ ـــــ) Kasrah I I 
( ْْ  ) Dammah U U 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
xi 
 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
xii 
 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأاِةضور Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحلط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbanā 
2. لّزن Nazzala 
xiii 
 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
xiv 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhuzūna 
3. ؤنلا An-Nauꞌ 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf  kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 لوسرلاإِدحممِامو Wa mā Muammadun illā rasūl 
2 نيملاعلاِبرِللهدمحلا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
  
xv 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 نيقزارلاريخوهلِاللهِنإو 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
2 نازيملاوِليكلاِاوفوأف 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
Niken Ekananda Putri, Nim 152111073, “PERLINDUNGAN 
KONSUMEN JASA REKREASI DALAM TINJAUAN MAṢLAḤAH 
MURSALAH DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN 
KONSUMEN (Studi Di Pasar Malam Berkah Ria Putra 8 Klaten)” 
Jasa rekreasi pasar malam merupakan sarana rekreasi yang familiar bagi 
masyarakat karena harga yang terjangkau dan terdapat bermacam wahana 
didalamnya. Terdapat juga wahana-wahana eksrem yang menjadi wahana favorit 
dari pengunjung seperti bianglala, kora-kora, ombak banyu, dan jet coaster. 
Wahana-wahana ini haruslah dilengkapi dengan sarana perlindungan agar 
pengunjung aman saat menaiki wahana tersebut. Kaitannya dengan perlindungan 
konsumen, keamanan dan kenyamanan merupakan salah satu hak utama yang 
dimiliki konsumen dan harus diberikan oleh pelaku usaha. Begitu pula ketentuan 
yang terdapat di dalam maṣlaḥah mursalah yang secara langsung menuju kepada 
maqasid syariah. untuk itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana 
perlindungan konsumen dalam tinjauan maṣlaḥah mursalah dan UU No.8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen (studi di pasar malam Berkah Ria Putra 8 
Klaten). 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif lapangan, dengan 
menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi 
serta menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku 
referensi, jurnal ataupun artikel. 
Hasil dari penelitian ini adalah aspek perlindungan konsumen menurut UU 
No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terutama aspek keamanan, 
kenyamanan dan keselamatan telah berusaha dipenuhi oleh pelaku usaha, dengan 
diberikannya beberapa alat pengaman pada beberapa wahana. Namun pemberian 
alat keamanan ini dalam prakteknya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan 
perlindungan tersebut kurang maksimal. Perlindungan konsumen pada jasa 
rekreasi pasar malam menurut maṣlaḥah mursalah adalah suatu usaha yang secara 
langsung melindungi salah satu dari maqasid syariah  yaitu melindungi jiwa (Ḥifẓ 
al-Nafs), karena apabila keamanan dan keselamatan pada wahana rekreasi tidak 
diperhatikan dan dilindungi secara maksimal dapat mengancam jiwa 
konsumennya.  
 
Kata kunci : maṣlaḥah mursalah, perlindungan konsumen, wahana pasar malam, 
jasa rekreasi 
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ABSTRACT 
 
Niken Ekananda Putri, Nim 152111073, “PERLINDUNGAN 
KONSUMEN JASA REKREASI DALAM TINJAUAN MAṢLAḤAH 
MURSALAH DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN 
KONSUMEN (Studi Di Pasar Malam Berkah Ria Putra 8 Klaten)” 
The night market recreation service is a recreation facility that is familiar 
to the public because of the affordable prices and various rides therein. There are 
also extreme vehicles that become favorite vehicles from visitors such as Ferris 
wheel, kora-kora, banyu waves, and jet coaster. These rides must be equipped 
with means of protection so that visitors are safe while riding these rides. The 
connection with consumer protection, security and comfort is one of the main 
rights owned by consumers and must be given by business actors. Likewise, the 
provisions contained in the mursalah maṣlaḥah directly lead to the maqasid 
syariah. for this reason, this study was conducted to find out how consumer 
protection is in the review of the problematic law and Law No.8 of 1999 
concerning Consumer Protection (study at the Berkah Ria Putra 8 Klaten night 
market). 
This research is a type of qualitative field research, using primary data 
sources obtained from interviews and observations and using secondary data 
sources obtained from reference books, journals or articles. 
The results of this study are aspects of consumer protection according to 
Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, especially aspects of 
security, comfort and safety, which have been tried by business actors, by 
providing several safety devices on several vehicles. However, the provision of 
this security tool in practice there are several factors that cause the protection is 
less than the maximum. Consumer protection in the night market recreation 
services according to the Mursalah murslaḥah is an effort that directly protects 
one of the maqasid syariah, namely protecting lives (Ḥifẓ al-Nafs), because if 
security and safety in recreational vehicles are not heeded and are maximally 
protected it can threaten the lives of its consumers. 
 
 
Key words : maṣlaḥah mursalah, consumer protection, night market rides, 
recreation services 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Manusia merupakan makhluk dengan kebutuhan hidup yang 
bermacam-macam, baik pemenuhannya secara jasmani maupun rohani. 
Kebutuhan rohani merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan manusia 
untuk mendapatkan sesuatu bagi kejiwaannya. Pemenuhan kebutuhan hidup 
secara rohani adalah dengan beribadah atau hal yang berkenaan dengan 
agama. Selain itu terdapat pula rekreasi sebagai contoh lain dari pemenuhan 
kebutuhan rohani. Masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya ini akan 
bertindak sebagai konsumen. 
Konsumen dalam perkembangannya mempunyai perhatian khusus 
dari segi perlindungan yang disebut sebagai perlindungan konsumen. Hukum 
perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena 
menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja 
masyarakat selaku konsumen yang mendapat perlindungan, namun pelaku 
usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan, 
masing-masing hak dan kewajiban.1 Dalam hal ini hak dan kewajiban 
konsumen maupun pelaku usaha diatur dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen 
                                                          
       1 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 
hlm. 1. 
2 
 
 
 
Pariwisata adalah suatu kegiatan yang menyediakan jasa akomodasi, 
transportasi, makanan, rekreasi serta jasa-jasa lainnya. Perdagangan jasa 
pariwisata melibatkan beberapa aspek, misalnya aspek ekonomi, budaya, 
sosial, agama, lingkungan, keamanan, dan aspek lainnya. Dari beberapa aspek 
tersebut aspek ekonomilah yang mendapat perhatian paling besar dalam 
pembangunan pariwisata sehingga pariwisata dikatakan sebagai suatu 
industri.2 Pariwisata diatur di dalam UU No. 10 Tahun 2009. Dalam era 
sekarang ini, terdapat berbagai ragam bentuk rekreasi yang ditawarkan, 
misalnya wahana-wahana permainan yang sering dijumpai di pasar malam. 
Wahana-wahana tersebut kemudian menjadi daya tarik dan destinasi wisata 
bagi masyarakat.    
Masyarakat yang bertindak sebagai konsumen dalam memenuhi 
kebutuhan rekreasi biasanya akan mengunjungi tempat-tempat destinasi 
wisata untuk berekreasi bersama keluarga ataupun teman-teman. Besarnya 
potensi pariwisata mendorong para pelaku usaha bidang ini berlomba-lomba 
menyediakan tempat wisata dengan berbagai cara, baik mengandalkan obyek 
buatan maupun obyek alam, serta menawarkan beragam keunikan dan 
karakteristik obyek unggulan untuk menarik minat pengunjung.3 Pada 
wahana hiburan pasar malam ini menawarkan sarana rekreasi dengan harga 
yang terjangkau bagi masyarakat dengan permainan yang cukup beragam. 
Hal tersebut kemudian menjadikan pasar malam sebagai salah satu pilihan 
                                                          
      2 I Putu Gelgel, Industri Pariwisata Indonesia dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-
WTO)-Implikasi Hukum dan Antisipasinya, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 22. 
       3 I.G.A. Anom Yudistira dan Nur Agus Susanto, “Rancangan Sistem Penilaian Keselamatan 
Pengunjung Tempat Wisata”, Majalah Ilmiah Widya, (Jakarta) Nomor 320, Tahun 2009, hlm. 19.  
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rekreasi masyarakat yang banyak dikunjungi. Salah satu pemilik dari wahana 
pasar malam ini beralamat di Ceper, Klaten. Usaha wahana pasar malam 
tersebut telah didaftarkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Klaten dan telah dikeluarkan izin Tanda 
Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Lokasi dari wahana ini berpindah-pindah 
tempat dengan sistem menyewa tanah lapang kepada pemerintah 
kota/kabupaten atau perseorangan, dan bisa pula diundang pada suatu acara 
tertentu dengan sistem pembayaran sewa yang telah disetujui bersama. Sistem 
pembayaran sewa berkisar dari Rp 10.000.000 – Rp 50.000.000 dalam sekali 
masa dengan rentan waktu sewa mulai dari 2 – 4 minggu. Dalam satu kali 
masa sewa, pemilik wahana permainan pasar malam dapat memperoleh omset 
mulai dari Rp 50.000.000 – Rp 100.000.000 . Aneka permainan atau wahana 
hiburan yang ada di penyedia jasa wahana pasar malam dibuat dan 
dikreasikan sendiri oleh pemilik dan para pekerjanya.4 
Sarana dan prasarana wahana yang ada di kawasan rekreasi harus 
memenuhi standar operasional pengelolaan, karena akan berdampak langsung 
pada keamanan dan kenyamanan konsumen atau pengunjung. Sarana dan 
prasarana yang tidak sesuai dengan standar dikhawatirkan akan menimbulkan 
hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan konsumen. Konsumen 
mempunyai hak keamanan dan keselamatan dalam penggunaan suatu barang 
atau jasa. Hak keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin 
keamanan dan keselamatan konsumen dalam menggunakan barang atau jasa 
                                                          
       4 Dhian Karnawati, Pemilik Wahana Pasar malam, Wawancara Pribadi, 6 Februari 2019, jam 
13.00 – 15.00 WIB. 
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yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik 
maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk.5 Perlindungan 
konsumen di dunia pariwisata seharusnya dapat dipenuhi oleh para pelaku 
usaha, sehingga konsumen tidak hanya dijadikan sebagai obyek bisnis saja, 
melainkan juga harus terpenuhi haknya selaku konsumen di industri 
pariwisata. Dalam hukum Islam sendiri telah mengatur segala sesuatu yang 
berkaitan dengan kehidupan manusia. Hukum perlindungan konsumen tidak 
dijelaskan secara spesifik dalam Al-Quran maupun Hadits. Oleh karena itu 
terdapat metode istinbaṭ hukum yang digunakan yaitu Maṣlaḥah mursalah, 
yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ada naṣ juz’i (rinci) yang 
mendukungnya, dan tidak ada pula yang menolaknya dan tidak ada ijma yang 
mendukungnya, tetapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah naṣ melalui 
cara istiqra’ (induksi dari sejumlah nash).6 Berdasarkan uraian tersebut, 
penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul 
“PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA REKREASI DALAM 
TINJAUAN MAṢLAḤAH MURSALAH DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Di Pasar Malam 
Berkah Ria Putra 8 Klaten)” 
  
                                                          
       5Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT 
Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 41. 
       6 Nasrun Haroen. Ushul Fiqh. (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 113. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan tema dalam proposal ini, maka perlu adanya batasan agar 
penelitian ini lebih terarah dan tersistem dengan pokok pembahasan sebagai 
berikut : 
1. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen di tempat rekreasi pasar malam 
Berkah Ria Putra 8 Klaten? 
2. Bagaimana tinjauan UU No. 8 tahun 1999 dalam perlindungan konsumen 
di tempat jasa rekreasi pasar malam Berkah Ria Putra 8 Klaten? 
3. Bagaimana tinjauan maṣlaḥah mursalah dalam perlindungan konsumen di 
tempat jasa rekreasi pasar malam Berkah Ria Putra 8 Klaten? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah : 
1. Mengetahui bentuk perlindungan konsumen di tempat rekreasi pasar 
malam Berkah Ria Klaten Putra 8 Klaten. 
2. Mengetahui tinjauan UU No. 8 tahun 1999 dalam perlindungan konsumen 
di tempat jasa rekreasi pasar malam Berkah Ria Klaten Putra 8 Klaten. 
3. Mengetahui tinjauan maṣlaḥah mursalah dalam perlindungan konsumen di 
tempat jasa rekreasi pasar malam Berkah Ria Klaten Putra 8 Klaten. 
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D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis 
dan umumnya bagi masyarakat sebagai satu sumbangan pemikiran dari 
penulis menjadi menjadi wawasan dan meningkatkan pengetahuan. Adapun 
manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu 
memberikan kontribusi keilmuan pada perkembangan hukum perdata di 
Indonesia serta hukum perlindungan konsumen khususnya perlindungan 
pada sektor wisata dan wawasan pengetahuan perlindungan konsumen 
menurut hukum Islam. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Penyedia Jasa 
Penyedia wahana di pasar malam merupakan penyelenggara tempat 
rekreasi yang dapat memperoleh pertimbangan dalam melayani 
pengunjung atau konsumen sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang mengatur. 
b. Bagi masyarakat dan pengunjung jasa rekreasi 
Masyarakat dan pengunjung dapat lebih berhati-hati dan 
meningkatkan unsur kewaspadaan dalam menaiki atau mencoba 
wahana-wahana ekstrem di pasar malam. 
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c. Bagi Akademisi 
Sebagai sarana tambahan referensi dan pertimbangan bagi penelitian 
lain yang relevan dengan penelitian ini. Dan sebagai penambah 
wawasan serta pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 
d. Bagi peneliti sendiri 
Sebagai mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah agar lebih responsif 
terhadap pengaplikasian hukum dalam berbagai aspek serta 
implementasinya terutama ditinjau dalam hukum Islam. 
E. Kerangka Teori  
1. Perlindungan Konsumen 
Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer 
(Inggris-Amerika) atau consument / konsument (Belanda). Pengertian dari 
consumer atau consument itu tergantung dalam posisi mana ia berada. 
Secara harfiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap 
orang yang menggunakan barang. 7  Pengertian konsumen menurut UU 
No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 
ayat (2) adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam 
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dijelaskan 
didalam Undang Undang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 1 bahwa 
yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang 
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 
                                                          
       7 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 
hlm. 22. 
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konsumen.8 Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi 
oleh hukum. Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum itu adalah 
memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi hukum 
konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum 
yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.9  
Berdasarkan pada Undang-undang Perlindungan Konsumen no. 8 tahun 
1999 Pasal 4 terdapat hak-hak konsumen yang terdapat didalamnya :10 
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa. 
b. Hak untuk membilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 
dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan 
yang dijanjikan. 
c. Hak atas informasi yang benar, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa. 
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 
jasa yang digunakan. 
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 
                                                          
       8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3821) 
       9 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 
hlm.13. 
       10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3821) 
9 
 
 
 
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif. 
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 
penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai 
dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya 
2. Maslahah Mursalah 
Maṣlaḥah (ةحلصم) berasal dari kata ṣalaḥa (حلص) dengan 
penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan 
dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata ṣalaḥ 
(حلاص), yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”. Pengertian 
Maṣlaḥah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan perbuatan yang 
mendorong kepada kebaikan manusia”.11 Al-mursalah (ةلسرلما) adalah isim 
maf’ul (objek) dari fi’il madhi (kata dasar) dalam bentuk tsulasi (kata dasar 
tiga huruf), yaitu (لسر), dengan penambahan huruf “alif” di pangkalnya, 
sehingga menjadi  (لسرا). secara etimologis (bahasa) artinya “terlepas”. 
Kata terlepas disini bila dihubungkan dengan kata maṣlaḥah maksudnya 
adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau 
                                                          
       11 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 345  
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tidak bolehnya dilakukan”. 12  Secara etimologi, maṣlaḥah mursalah sama 
dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Maṣlaḥah juga berarti 
manfaat suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.  
Secara terminologi terdapat beberapa definisi maṣlaḥah yang 
dikemukakan ulama ushul fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut 
mengandung esensi yang sama. Menurut Al-Ghazali, pada prinsipnya yang 
dimaksud dengan maṣlaḥah adalah suatu usaha untuk mencapai manfaat 
dan mencegah madlarat. Meraih manfaat merupakan tujuan kemaslahatan 
manusia dalam meraih maksudnya. Sedangkan yang dimaksud dengan 
maṣlaḥah adalah memelihara maqasid al-syariah.13 Menurut Al-Ghazali 
dalam kitabnya Al-Mustaṣfa, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin 
merumuskan Maṣlaḥah mursalah sebagai berikut : 
ينعم صن رابتع لا  لا و ن لاطبل  ع رشلا نم هل دهشي لمام 
“Apa-apa (Maṣlaḥah) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam 
bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang 
memperhatikannya” 14 
 
Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian Maṣlaḥah  
jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan 
kemashlahatan, para ulama ushul fiqh membaginya dalam tiga macam 
yaitu : 
                                                          
       12 Ibid, hlm. 348  
      13 Ahmad Hafidh, Meretas Nalar Syari’ah, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 178. 
      14 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 355.  
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a.  Maṣlaḥah Al-Ḍaruriyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan  
dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. 
Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu:15 
1)  Memelihara agama (Ḥifẓ al-Din) 
2)  Memelihara jiwa (Ḥifẓ al-Nafs) 
3)  Memelihara akal (Ḥifẓ al-‘Aql) 
4)  Memelihara keturunan (Ḥifẓ al-Nasl) dan 
5)  Memelihara harta (Ḥifẓ al-Mal) 
Kelima  kemaslahatan  ini,  disebut  dengan Al- Maṣlaḥih Al Khamsah. 
b. Maṣlaḥah  Al-Ḥajiyah,  yaitu  kemaslahatan  dalam  menyempurnakan 
kemaslahatan  pokok  sebelumnya  yang  berbentuk  keringanan  untuk 
mempertahankan  dan  memelihara  kebutuhan  mendasar  manusia. 
Misalnya  diperbolehkan  jual  beli  saham  (pesanan),  kerja  sama  
dalam pertanian  (Muzara’ah)  dan  yang  lainnya.  Kesemuanya  di  
syariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar Al- Maṣlaḥih 
Al-Khamsah di atas. 
c. Maṣlaḥah Al-Taḥsiniyyah,  yaitu,  kemaslahatan  yang  sifanya  
pelengkap, berupa  keleluasaan  yang  dapat  melengkapi  kemaslahatan  
sebelumnya. Misalnya,  dianjurkan  untuk  memakan  yang  bergizi,  
berpakaian  yang bagus, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis 
dari badan manusia. 
 
                                                          
       15 Ibid, Hlm. 115. 
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F. Tinjauan Pustaka 
Penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk mencari ketersediaan data 
yang pernah diteliti sebelumnya dimana ada hubungannya dengan masalah 
yang dikaji dalam penulisan skripsi ini, diantaranya adalah : 
Skripsi dari Maria Monica B. Napitupulu, Program Studi Ilmu Hukum 
Universitas Indonesia, Tahun 2012. Dengan Judul PERLINDUNGAN 
HUKUM BAGI KONSUMEN JASA REKREASI (STUDI KASUS: 
ROBOHNYA WAHANA X DI TEMPAT REKREASI Y). Dengan hasil 
penelitian bahwa hak konsumen yang dilanggar oleh PT Z dalam insiden 
robohnya wahana X di tempat rekreasi Y, yaitu: hak atas kenyamanan, 
keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa  yang 
terdapat di Pasal 4 butir a UUPK dan Pasal 20 butir c UU No. 10 Tahun 2009 
tentang kepariwisataan, kemudian pelanggaran terhadap hak atas 
perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi yang 
terdapat di Pasal 20 butir f UU no. 10 Tahun 1999 tentang kepariwisataan. PT 
Z bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh wisatawan terbukti 
dengan adanya pemberian ganti rugi berupa perawatan kesehatan melalui 
penanggungan seluruh biaya penanganan medis bagi keempat pengunjung 
yang dilarikan ke Rumah Sakit Satya Negara.16 Perbedaannya dengan skripsi 
yang penulis buat terletak pada wahana yang dianalisis yaitu penulis meneliti 
perlindungan konsumen pada wahana Berkah Ria Putra 8 secara keseluruhan, 
                                                          
       
16
 Maria Monica B. Napitupulu “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Rekreasi (Studi 
Kasus: Robohnya Wahana X Di Tempat Rekreasi Y)”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu 
Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 2012. 
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kemudian hal tersebut juga ditinjau dari maṣlaḥah mursalah bukan hanya dari 
UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
Skripsi dari Rhein Febriyanto, Program Studi Hukum Ekonomi 
Universitas Padjajaran, Tahun 2015. Dengan judul PERLINDUNGAN 
HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KENYAMANAN 
KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENGGUNA JASA WAHANA 
KINCIR ANGIN PASAR MALAM CV PUTRA WISATA YANG ROBOH 
DI JAMBI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Dengan hasil 
penelitian bahwa implementasi bentuk perlindungan hukum yang 
sebagaimana seharusnya diatur dalam Pasal 7-8 UUPK terhadap konsumen 
pengguna jasa wahana kincir angin yang roboh di pasar malam CV. Putra 
Wisata belum terlaksana yang mana tidak ada penegakan hukum pula yang 
diberikan pemerintah pada pihak CV. Putra Wisata. Tanggung jawab hukum 
pelaku usaha CV Putra Wisata akibat perbuatan melawan hukum yang 
dilakukan oleh pihak CV Putra Wisata belum dilakukan dengan optimal 
sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 19 UUPK. Yaitu hanya memberikan 
perawatan kesehatan dirumah sakit.17 Terdapat perbedaan-perbedaan dengan 
skripsi yang penulis buat yaitu terletak pada lokasi penelitian, selain itu 
skripsi dari Rhein Febriyanto hanya memfokuskan pada wahana kincir angin 
sedangkan skripsi penulis memuat mengenai tanggung jawab perlindungan 
                                                          
       17 Rhein Febriyanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kenyamanan 
Keamanan dan Keselamatan Pengguna Jasa Wahana Kincir Angin Pasar Malam CV. Putra Wisata 
Yang Roboh di Jambi Dikaitkan Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindunga Konsumen”, Skripsi tidak diterbitkan. Jurusan Hukum Ekonomi Universitas 
Padjajaran, 2015. 
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konsumen pelaku usaha pasar malam pada keseluruhan wahana yang 
dimilikinya. Selain itu skripsi ini juga meninjau masalah tersebut berdasarkan 
maṣlaḥah mursalah. 
Skripsi dari Maulida Fatmawati Dewi, Program Studi Ilmu Hukum 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Tahun 2017. Dengan judul 
TANGGUNG JAWAB PT. DESTINASI GARUDA WISATA TERHADAP 
PENGGUNA JASA TRAVEL DI YOGYAKARTA BERDASARKAN 
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999. Dengan hasil penelitian 
yang menunjukkan bahwa PT. Destinasi Garuda Wisata dalam menjalankan 
tanggung jawab menganut prinsip yang sama dengan UUPK, yaitu dengan 
menerapkan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan beban 
pembuktian terbalik. PT. Destinasi Garuda Wisata akan selalu bertanggung 
jawab terhadap segala bentuk klaim atau keluhan yang diterima dari para 
penumpang kecuali PT. Destinasi Garuda Wisata dapat membuktikan 
kerugian yang dialami penumpang akibat kesalahan/kelalaian penumpang 
sendiri. Bentuk ganti rugi yang disampaikan oleh PT. Destinasi Garuda 
Wisata tidak sesuai dengan yang diterima oleh penumpang. Seperti ganti rugi 
penumpang yang mengalami kerusakan kendaraan. Dalam menangani 
penyelesaian sengketa dengan konsumen, PT. Garuda Destinasi Wisata selalu 
berupaya menyelesaikan permasalahan dengan jalan damai.18 Berdasarkan 
uraian tersebut, skripsi dari Maulida Fatmawati Dewi memuat tanggung 
jawab perlindungan konsumen pada penyedia jasa travel, sedangkan skripsi 
                                                          
       18 Maulida Fatmawati Dewi, “Tanggung Jawab PT. Destinasi Garuda Wisata Terhadap 
Pengguna Jasa Travel di Yogyakarta Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999”, Skripsi 
tidak diterbitkan. Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017. 
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yang penulis buat memuat tentang tanggung jawab perlindungan konsumen 
pada jasa rekreasi. 
Jurnal dari Sarsiti dan Muhammad Taufiq, Jurnal Dinamika Hukum, 
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Tahun 2012. 
Dengan judul PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 
WISATAWAN YANG MENGALAMI KERUGIAN DI OBYEK WISATA 
(STUDI DI KABUPATEN PURBALINGGA). Dengan hasil penelitian 
bahwa, Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga belum menempatkan 
konsumen sebagai subyek dalam industri kepariwisataan, karena hanya satu 
obyek wisata yang sudah ada regulasinya, itupun hanya mengatur mengenai 
pembentukan perusahaan daerah. Penerapan ganti kerugian hanya 
diberlakukan terhadap kecelakaan fisik di obyek wisata dilakukan melalui 
kerjasama perusahaan daerah dengan PT Jasa Raharja, sedangkan kerugian 
non fisik atau materiil belum terdapat pengaturannya. Penyelesaian sengketa 
sebagai akibat dirugikannya wisatawan di obyek wisata dapat dilakukan 
secara damai maupun secara adversarial melalui BPSK maupun pengajuan 
gugatan ke Pengadilan.19 Terdapat beberapa perbedaan antara jurnal tersebut 
dengan skripsi penulis, letak perbedaannya yaitu pada lokasi penelitian, jurnal 
ini tidak menyebutkan secara spesifik mengenai obyek wisatanya, selain itu 
terfokus pada aspek ganti rugi antara pihak pengelola tempat wisata dengan 
pengunjung obyek wisata. Sedangkan skripsi penulis fokus pada 
perrlindungan konsumen di wahana pasar malam yang kemudian ditinjau 
                                                          
       19 Sarsiti dan Muhammad Taufiq, “Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan 
Yang Mengalami Kerugian Di Obyek Wisata (Studi Di Kabupaten Purbalingga),”Jurnal Dinamika 
Hukum, (Purwokerto) Vol. 12 Nomor 1, 2012. 
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berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan 
maṣlaḥah mursalah. 
Berdasarkan telaah dari empat penelitian terdahulu tersebut, penelitian 
Maria Monica B. Napitupulu mendekati dengan apa yang menjadi kajian pada 
skripsi ini. Namun terdapat pula beberapa perbedaan dengan skripsi yang 
penulis buat, perbedaan-perbedaan tersebut adalah perbedaan lokasi 
penelitian yaitu dilakukan di penyedia jasa wahana hiburan pasar malam. 
Peneliti memilih penyedia wahana hiburan di dipasar malam karena pasar 
malam sering dijumpai di masyarakat sekitar dan didalamnya terdapat 
berbagai macam wahana termasuk wahana-wahana ekstrim. Selain itu 
terdapat perbedaan lain yaitu mengenai perlindungan konsumen pada wahana 
rekreasi yang ditinjau dari hukum islam menggunakan teori maslahah 
mursalah. 
G. Metode Penelitian 
Penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif diantaranya : 
1. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif 
lapangan yang dilakukan di wahana pasar malam. Penelitian lapangan 
adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan 
menyangkut data yang ada dilapangan.20 Data yang akan diambil dengan 
                                                          
        20 Suharismi Arikunto, Dasar-dasar Research, (Tarsoto: Bandung, 1995), hlm. 58 
17 
 
 
 
teknik pengumpulan data (observasi partisipatif, wawancara mendalam 
dan dokumentasi) diperoleh dengan adanya instrumen penelitian.21 
2. Sumber Data 
Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data maka penulis 
mengklasifikasikan menjadi dua sumber : 
a. Data primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, 
dalam hal ini penulis memperoleh data atau informasi langsung dengan 
menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer 
dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 
penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari 
proses penelitian dan yang seringkali diperlukan untuk tujuan  
pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data 
disajikan secara terperinci.22 Sumber data primer dalam penelitian ini 
berupa observasi lapangan serta wawancara dengan narasumber yaitu 
pihak penyedia jasa wahana hiburan pasar malam, pekerja wahana, dan 
pengunjung wahana pasar malam. 
b. Data sekunder 
Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. 
Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data 
yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam 
                                                          
       21 Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), hlm 117. 
       22 Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis, (Yogyakarta: BPFE 
Yogyakarta,2010), hlm 79. 
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statistik biasanya tersedia pada kantor-kantor pemerintah, biro jasa data, 
perusahaan swasta atau badan lain yang berhubungan dengan 
penngunaan data.23 Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data 
sekunder adalah buku-buku referensi yang akan melengkapi 
wawancara, observasi dan dokumentasi yang sudah ada 
3. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini mengambil lokasi di wahana permainan pasar malam Berkah 
Ria Klaten, serta bengkel pembuatan wahana pasar malam yang berada di 
Klaten, Jawa Tengah. Karena penelitian ini bersifat field research 
(penelitian lapangan) maka peneliti langsung meneliti ke tempat yang 
dijadikan obyek penelitian. Penelitian ini rencana akan menghabiskan 
waktu selama kurang lebih 1-2 bulan. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data di penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
a. Wawancara 
Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan 
responden. Kominikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam 
hubungannya tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden 
merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal..24 
Orang yang bisa memberikan informasi dalam penelitian ini adalah 
                                                          
       23 Moehar Daniel, Metode Penelitian Sosial Ekonomi, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), hlm. 
113. 
       24 W. Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 119. 
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pengusaha jasa rekreasi di pasar malam, para pekerja wahana, dan para 
pengunjung wahana di pasar malam. Wawancara dilakukan dengan cara 
tertulis maupun lisan. 
b. Observasi 
Observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data 
dimana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana 
yang mereka saksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap 
peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan, 
yang kemudian dicatat seobyektif mungkin.25 Dalam penelitian ini 
observasi dilakukan di tempat wahana pasar malam dan di bengkel 
pembuatan wahana pasar malam Berkah Ria Klaten. 
c. Dokumentasi                                       
Yaitu mencari data mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan obyek 
penelitian yang berupa dokumen tertulis, foto, dan sebagainya.26  
5. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa 
melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu 
dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya. Secara sederhana 
analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat 
berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi 
komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil 
                                                          
       25 W. Gulo, Metodologi Penelitian, . . . , hlm. 116. 
       26 Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur, (Jakarta: Kencana 
Prenada Media Grup, 2013), hlm. 74. 
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penelitian dengan pemikiran sendiri dan bantuan teori yang telah 
dikuasai.27 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data 
kualitatif dengan model spreadley, yaitu sebuah teknik analisa data yang 
disesuaikan dengan tahapan dalam penelitian, yaitu :28 
a. Pada tahap penjelajahan dengan teknik pengumpulan data grand tour 
question, yakni pertama dengan memilih situasi sosial (place, actor, 
activity) 
b. Kemudian setelah memasuki lapangan, dimulai dengan menetapkan 
seorang informan ”key informant” yang merupakan informan yang 
berwibawa dan dipercaya mampu “membukakan pintu” kepada 
peneliti untuk memasuki obyek penelitian. Setelah itu peneliti 
melakukan wawancara kepada informan tersebut, dan mencatat hasil 
wawancara. Setelah itu perhatian peneliti pada obyek penelitian dan 
memulai mengajukan pertanyaan deskriptif, dilanjutkan dengan 
analisis terhadap hasil wawancara. Berdasarkan hasil dari analisis 
wawancara selanjutnya peneliti melakukan analisis domain. 
c. Pada tahap menentukan fokus (dilakukan dengan observasi terfokus) 
analisa data dilakukan dengan analisis taksonomi. 
d. Pada tahap selection (dilakukan dengan observasi terseleksi) 
selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan kontras, yang dilakukan 
dengan analisis kompeonensial. 
                                                          
       27 Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 187. 
       28 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 87. 
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e. Hasil dari analisa komponensial, melalui analisis tema peneliti 
menemukan tema-tema perlindungan konsumen. Berdasarkan tema 
tersebut, selanjutnya penulis menuliskan laporan penelitian kualitatif. 
H. Sistematika Penulisan 
Agar lebih terarah dalam pembahasan penelitian ini penulis membuat 
sistematika pada masing-masing bab. Penulis membaginya dalam lima bab. 
Masing-masing bab terdiri dari sub bab yang merupakan penjelasan dari bab 
tersebut dan diakhiri dengan daftar pustaka. 
Pada Bab I akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian 
terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
Pada Bab II Landasan Teori akan menguraikan mengenai Pengertian 
Perlindungan Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen pada Undang-
undang Perlindungan Konsumen, Hak dan Kewajiban Pengusaha Jasa 
Wahana Hiburan Pada Undang-undang Perlindungan Konsumen, Asas dan 
Tujuan Perlindungan Konsumen, Transaksi Konsumen dengan Penyedia Jasa, 
pendapat ulama ushul fiqh mengenai maṣlaḥah mursalah, tinjauan maṣlaḥah 
mursalah dalam perlindungan konsumen. 
Dalam Bab III akan dipaparkan mengenai data-data yang ditemukan 
penulis yang diperoleh dari observasi serta wawancara yang dilakukan kepada 
pemilik wahana hiburan pasar malam Berkah Ria Putra 8, pekerja wahana, 
serta para pengunjung wahana pasar malam Berkah Ria Putra 8.  
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Bab IV merupakan analisis dari permasalahan yang diangkat oleh 
penulis yang menguraikan bentuk perlindungan konsumen oleh penyedia jasa 
wahana hiburan di pasar malam kemudian disandingkan dengan Undang-
undang yang mengatur serta analisa menurut maṣlaḥah mursalah dalam 
tinjauan hukum Islam. 
Dalam Bab V ini berisi kesimpulan penelitian dari hasil yang telah 
dianalisa penulis dalam bab sebelumya, serta dilengkapi dengan saran-saran. 
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BAB II 
TINJAUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 
DAN MAṢLAḤAH MURSALAH 
 
A. Hukum Perlindungan Konsumen  
1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen 
Undang Undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan 
konsumen sebagai “Setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia 
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain 
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Definisi ini 
sesuai dengan pengertiam bahwa konsumen adalah end user / pengguna 
terakhir, tanpa si konsumen merupakan pembeli dari barang dan / atau jasa 
tersebut. Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan, 
para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai, 
pemakai terakhir dari benda dan jasa. Dengan rumusan itu, Hondius ingin 
membedakan antara konsumen bukan pemakai terakhir (konsumen antara) 
dengan konsumen pemakai terakhir.1 
Dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang 
perlindungan konsumen menjabarkan bahwa perlindungan konsumen 
adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk 
                                                          
       1 Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, (Bandung : Nusa Media, 2010), hlm. 30-31. 
24 
 
 
 
memberi perlindungan konsumen.2 Karena posisi konsumen yang lemah 
maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat sekaligus tujuan 
hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada 
masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan 
konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik 
batasnya.3 
2. Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Perlindungan Hukum 
Terdapat upaya didalam membangun tata hukum yang 
diperuntukkan bagi konsumen Indonesia dalam sistem hukum Indonesia 
yang sudah berlaku dewasa ini. Alasan yang dapat dikemukakan untuk 
menerbitkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur 
dan melindungi kepentingan konsumen yaitu:4 
a. Konsumen memerlukan pengaturan tersendiri, karena dalam suatu 
hubungan hukum dengan penjual, konsumen merupakan pengguna 
barang dan jasa untuk kepentingan diri sendiri dan tidak untuk 
diproduksi ataupun diperdagangkan. 
b. Konsumen memerlukan sarana atau acara hukum tersendiri sebagai 
upaya guna melindungi atau memperoleh haknya. 
                                                          
       2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3821). 
       3 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hlm. 11. 
       4 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 
hlm. 25. 
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Perlindungan hukum bagi konsumen adalah dengan melindungi 
hak-hak konsumen. walaupun sangat beragam, secara garis besar hak-hak 
konsumen dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:5  
a. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik 
kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan  
b. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar 
c. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan 
yang dihadapi. 
Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen 
harus dipenuhi, baik oleh negara maupun pelaku usaha, karena pemenuhan 
hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari 
berbagai aspek.6 Berikut merupakan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen 
beserta dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen: 
a. Hak Konsumen 
Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan 
hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek 
hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan 
sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih haknya yang bersifat abstrak. 
Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik 
                                                          
       5 Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, . . . , hlm. 25. 
       6 Ibid. 
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dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak hak konsumen. 
Secara umum dikenal ada 4 hak dasar konsumen, yaitu :7 
1) Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety) 
2) Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed) 
3) Hak untuk memilih (the right to choose) 
4) Hak untuk didengar (the right to be heard) 
Hak-hak konsumen di atur dalam pasal 4 Undang Undang No.8 tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menetapkan 9 (sembilan) 
hak yang dimiliki oleh konsumen, yaitu :8 
1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa. 
Hak ini dimaksudkan untuk menjamin kenyamanan, keamanan dan 
keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang 
diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian 
(fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk.9 
2) Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang 
dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 
jaminan yang dijanjikan. 
                                                          
       7 Celina Tri Siwi Kristiyanti Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), 
hlm. 30-31.  
       8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3821) 
       9 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT 
Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 41. 
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Dalam hal mengkonsumsi suatu produk, konsumen berhak 
menentukan pilihannya. Ia tidak boleh mendapat tekanan dari pihak 
luar sehingga ia tidak lagi bebas untuk membeli atau tidak 
membeli. Seandainya ia jadi membeli, ia juga bebas menentukan 
produk mana yang akan dibeli.10 
3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/ atau jasa. 
Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai 
dengan informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar 
konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas 
produk barang dan jasa. Informasi ini dapat disampaikan dengan 
berbagai cara, seperti lisan kepada konsumen, melalui iklan di 
berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk 
(barang).11 
4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau 
jasa yang digunakan. 
Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang 
berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang 
diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, ataukah berupa 
pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat 
penggunaan suatu produk, atau yang berupa pertanyaan atau 
                                                          
       10 Celina Tri Siwi Kristiyanti Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), 
hlm. 36. 
       11 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hlm. 
23-24. 
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pendapat yentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan 
dengan kepentingan konsumen.12 
5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara 
patut. 
Hak ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang 
telah dirugikan akibat penggunaan produk, dengan melalui jalur 
hukum.13 
6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 
Hak ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan 
maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari 
kerugian akibat penggunaan produk, karena dengan pendidikan 
konsumen tersebut, konsumen akan dapat menjadi kritis dan teliti 
dalam memlilih suatu produk yang dibutuhkan.14 
7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif. 
Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam 
memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan 
mutu pelayanan kepada konsumen. 
8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau 
penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai 
dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 
                                                          
       12 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT 
Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 43. 
       13 Ibid, hlm. 46. 
       14 Ibid, hlm. 44. 
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Jika konsumen merasakan, kuantitas dan kualitas barang dan/jasa 
yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar yang 
diberikannya, ia berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas. 
Jenis dan jumlah ganti kerugian itu tentu saja harus sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing 
pihak.15 
9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan 
lainnya. 
Dari sembilan butir hak konsumen yang diberikan diatas, terlihat bahwa 
masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen 
merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan 
konsumen. Hak untuk memperoleh keamanan ini sangat penting 
ditempatkan pada kedudukan utama karena selama berabad-abad 
berkembang suatu falsafah berpikir bahwa konsumen (terutama 
pembeli) adalah pihak yang wajib berhati-hati, bukan pelaku usaha. 
Falsafah yang disebut caveat emptor (let buyer beware) ini, mencapai 
puncaknya pada abad ke-19 seiring dengan berkembangnya paham 
rasional-individualisme di Amerika Serikat. Dalam perkembangannya 
kemudian, prinsip yang merugikan konsumen ini telah ditinggalkan. 
Dalam barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan dipasarkan oleh pelaku 
usaha beresiko sangat tinggi terhadap keamanan konsumen, maka 
pemerintah selayaknya mengadakan pengawasan secara ketat. 
                                                          
       15 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hlm. 
28-29 
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Pengawasan dan penindakan perlu dilakukan semata-mata demi 
menjaga keamanan masyarakat atas akibat negatif dari produk 
tersebut.16 
b. Kewajiban Konsumen 
Selain memperoleh hak-hak yang telah disebutkan pada pasal 4, 
konsumen juga mempunyai kewajiban sebagaimana tertera dalam pasal 
5 Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 
sebagai berikut :17 
1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan 
dan keselamatan 
2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 
dan/atau jasa 
3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati 
4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 
konsumen secara patut. 
Kewajiban-kewajiban ini harus dilaksanakan konsumen pula dengan 
maksud agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimum 
atas perlindungan dan / atau kepastian hukum bagi dirinya. 
  
                                                          
       16 Ibid, hlm. 22-23. 
       17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3821) 
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3. Hak dan Kewajiban Pengusaha dalam Perlindungan Hukum 
Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, 
baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang 
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 
hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui 
perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang 
ekonomi. Bila diperhatikan dengan seksama, tampak bahwa hak dan 
kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban 
konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus 
dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen 
merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha.18  Berikut merupakan 
hak-hak yang dimiliki oleh pelaku usaha, menurut pasal 6 UU No. 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:19 
a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan. 
b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen 
yang beritikad tidak baik. 
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam 
penyelesaian hukum sengketa konsumen. 
                                                          
       18 M. Sadar, dkk. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Jakarta: Permata Puri Media, 
2012), hlm.  33. 
       19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3821) 
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d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa 
yang diperdagangkan. 
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya. 
Adapun kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pelaku usaha 
terdapat didalam pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
konsumen, yaitu:20 
a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. 
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif. 
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau 
jasa yang berlaku. 
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau 
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 
dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang 
diperdagangkan. 
                                                          
       20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian 
akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 
yang diperdagangkan. 
g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 
perjanjian. 
Dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha 
diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan 
bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi 
pembelian barang dan/atau jasa. Di peraturan tersebut juga tampak bahwa 
itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua 
tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan 
bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang 
dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya 
konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi 
pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena 
kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang 
dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi 
konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat 
melakukan transaksi dengan produsen.21 
Pada pasal 4 yang berbunyi “Menjamin mutu barang dan/atau jasa 
yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar 
                                                          
       21 Ibid 
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mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.” Artinya pengusaha wajib 
menguji produk atau jasanya tersebut ke suatu badan atau lembaga yang 
mempunyai wewenang dan keahlian dalam pengujian produk atau jasa 
tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku, agar produk atau jasanya 
benar – benar teruji dan sudah terbukti layak untuk dikonsumsi atau 
digunakan oleh konsumen. 
4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perlindungan Konsumen 
Secara umum prinsip-prinsip tanggungjawab dalam hukum 
dibedakan sebagai berikut :22 
a. Prinsip Tanggungjawab berdasarkan kelalaian atau kesalahan 
(negligence) 
Tanggungjawab berdasarkan kelalalian adalah prinsip tanggungjawab 
yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggungjawab yang ditentukan 
oleh perilaku pelaku usaha. 
b. Prinsip tanggungjawab mutlak (strict product liability) 
Istilah lain dari tanggungjawab produk adalah product liability, 
berbeda dengan ajaran pertanggungjawaban hukum pada umumnya 
karena tanggungjawab produk adalah tanggung jawab produsen yang 
dibuat juga dengan strict liability. 
c. Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab 
                                                          
        22 Yemina Br. Sitepu, “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap 
Promosi Yang Tidak Benar Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Toko Alfamart Kecamatan Sail)”, Jurnal JOM Fakultas 
Hukum, (Pekanbaru) Vol. III Nomor 2, 2016, hlm. 6-7. 
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Prinsip ini menyatakan  bahwa tergugat selalu dianggap 
bertanggungjawab (presumption of liability principle), sampai tergugat 
dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. 
d. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab 
Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu 
bertanggung jawab, prinsip ini bertanggung jawab hanya dikenal 
dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. 
e. Prinsip tanggungjawab dengan pembatasan 
Tanggungjawab dalam arti hukum adalah tanggungjawab yang benar-
benar terkait dengan hak dan kewajibannya.  
Dari lima prinsip tersebut yang dipergunakan dalam Undang – Undang 
Perlindungan Konsumen adalah prinsip tanggungjawab mutlak. Tanggung 
jawab mutlak adalah bentuk khusus dari trot (perbuatan melawan hukum), 
yaitu prinsip pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum yang 
tidak didasarkan pada kesalahan. 
Tanggung jawab pelaku usaha didalam Undang Undang 
Perlindungan Konsumen terdapat di pasal VI pasal 19 yang menyebutkan 
:23 
a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang 
dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan 
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Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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b. Ganti rugi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat berupa 
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis 
atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian 
santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari 
setelah tanggal transaksi. 
d. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa 
kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. 
5. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 
Asas dan tujuan perlindungan konsumen terdapat dalam pasal 2 
UU No. 8 Tahun 1999 tentang Pxerlindungan Konsumen, yang 
menyatakan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, 
keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian 
hukum. Penjelasan pasal 2 Undang – undang ini menguraikan, 
perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama 
berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, 
yaitu:24 
a. Asas manfaat 
Asas ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya 
dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3821) 
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manfaat sebessar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku 
usaha secara keseluruhan. 
b. Asas Keadilan 
Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan 
secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan 
pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban-
kewajibannya secara adil. 
c. Asas Keseimbangan 
Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara 
kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti 
materiil ataupun spiritual. 
d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen 
Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan 
keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan 
pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 
e. Asas Kepastian Hukum 
Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsmen 
menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan 
perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. 
Tujuan adanya perlindungan konsumen terdapat dalam pasal 3 UU No. 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:25 
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Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen 
untuk melindungi diri. 
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa. 
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan 
dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen 
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 
mendapatkan informasi 
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung 
jawab dalam berusaha 
f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. 
6. Prinsip Perlindungan Konsumen 
Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat 
penting dalam hukum perlindungan konsumen. dalam kasus-kasus 
pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisa 
siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab 
dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.26  Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengakomodasi dua prinsip 
penting, yakni tanggung jawab produk (product liability) dan tanggung 
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 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen . . . , hlm. 59 
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jawab profesional (professional liability). Tanggung jawab produk 
merupakan tanggung jawab produsen untuk produk yang dipasarkan 
kepada pemakai, yang menimbulkan dan menyebabkan kerugian karena 
cacat yang melekat pada produk tersebut. sedangkan tanggung jawab 
profesional berhubungan dengan jasa, yakni tanggung jawab produsen 
terkait dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien.27 
Didalam UUPK pasal 64 dipahami sebagai penegasan bahwa 
peraturan tersebut merupakan ketentuan khusus (lex specialis) terhadap 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum UUPK, 
sesuai dengan asas lex specialis derogat legigenerali. Artinya, ketentuan-
ketentuan diluar UUPK tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus 
dalam UUPK dan/atau tidak bertentangan dengan UUPK.28 
Kepariwisataan Indonesia diatur didalam UU No. 10 Tahun 2009 
tentang Kepariwisataan. Didalamnya disebutkan mengenai hak serta 
perlindungan hukum dan keamanan wisatawan yang terdapat di pasal 20, 
yaitu sebagai berikut : 
Setiap wisatawan berhak memperoleh :29 
a. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata 
b. Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar 
c. Perlindungan hukum dan keamanan 
                                                          
       27 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 99. 
       28 Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya, (Bandung: 
Citra Aditya Bakti, 2003), Hlm. 26. 
       29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11) 
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d. Pelayanan kesehatan 
e. Perlindungan hak pribadi 
f. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi 
Adanya perlindungan terkait hak yang telah diatur dalam Undang-undang 
tersebut diharapkan dapat menciptakan rasa aman kepada para pengunjung 
tempat wisata dan memberikan jaminan akan keamanan selama 
pengunjung berada dan sedang menikmati sarana wisata. Apa yang telah 
diatur dalam Undang-undang tersebut sebagai hak wisatawan, pada sisi 
yang lain hal tersebut merupakan kewajiban pengusaha wisata seperti yang 
terdapat di pasal 26 huruf d, dan e yaitu : 
Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban :30 
d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan 
keselamatan wisatawan 
e. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan 
kegiatan yang beresiko tinggi 
Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha tempat wisata ini 
dimaksudkan pula untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak 
diinginkan. Begitu pula wisatawan atau pengunjung tempat wisata juga 
akan merasa aman dan nyaman apabila pengusaha tempat wisata atau 
pengelola memberikan pengamanan dan kenyamanan pada lokasi dan 
wahana wisata mereka yang bertujuan untuk melindungi hak-hak 
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41 
 
 
 
wisatawan sebagai konsumen dan melaksanakan kewajiban mereka sebagi 
penyedia tempat wisata. 
B. Maṣlaḥah Mursalah 
1. Pengertian Maṣlaḥah Mursalah 
Kata maṣlaḥah berasal dari kata ṣalaḥa dengan penambahan “alif” 
di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” 
atau “rusak”. Ia adalah maṣdar dengan arti kata ṣalaḥ, yaitu “manfaat” 
atau “terlepas daripadanya kerusakan”.31 Secara terminologis, al- 
maṣlaḥah adalah kemanfaatan yang dikehendaki  oleh Allah untuk hamba-
hambanya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan 
jiwa/diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturuan mereka, 
pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta 
kekayaan mereka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan 
bahwa maslahat artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, 
guna. Sedangkan kata “kemaslahatan” berarti kegunaan, kebaikan, 
kemanfaatan, kepentingan. Sementara kata “manfaat” diartikan dengan 
guna, faedah. Kata “manfaat” juga diartikan sebagai kebaikan atau lawan 
dari “mudarat” yang berarti rugi atau buruk.32 
Jika dilihat dari bentuk lafalnya, kata al-maṣlaḥah merupakan kata 
bahasa Arab yang berbentuk mufrad (tunggal), bentuk jamaknya al-
masalih. Dari segi lafalnya, kata al-maṣlaḥah setimbangan dengan 
maf’alah dari kata as-salah. Kata tersebut mengandung makna : keadaan 
                                                          
       31 Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 345. 
       32 Mudhofir Abdullah, Masail Al-Fiqhiyyah, (Jogjakarta: Teras, 2011), hlm. 93. 
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sesuatu dalam keadaannya yang sempurna, ditinjau dari kesesuaian fungsi 
sesuatu itu dengan peruntukannya. Dilihat dari segi batasan pengertiannya, 
al-maṣlaḥah terdapat dua pengertian, yaitu urf dan syara’. Urf yang 
dimaksud dengan al-maṣlaḥah ialah sebab yang melahirkan kebaikan dan 
manfaat. Sedangkan al-maṣlaḥah secara syara’ ialah sebab yang 
membawa dan melahirkan maksud (tujuan) asy-syari’ (kebaikan) yang 
ketentuan hukumnya tidak ada dalil yang menentukan kebolehan maupun 
larangan, baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah.33  
Menurut Al-Ghazali, sebagaimana dikutip oleh M. Usman, pada 
prinsipnya yang dimaksud dengan maṣlaḥah adalah suatu usaha untuk 
mencapai manfaat dan mencegah maḍarat. Meraih manfaat merupakan 
tujuan kemaslahatan manusia dalam meraih maksudnya. Sedangkan yang 
dimaksud dengan maṣlaḥah adalah memelihara maqasid al-syariah. 
Sementara yang dimaksud dengan menjaga maqasid al-syariah adalah 
memelihara al-mabadi al-khamsah atau yang juga dikenal dengan istilah 
al-kulliyyat al-khamsah atau ad-dlaruriyyat al-khamsah, yaitu menjaga 
agama (Ḥifẓ al-Din), memelihara jiwa (Ḥifẓ al-Nafs), memelihara 
keturunan (Ḥifẓ al-Nasl), memelihara akal (Ḥifẓ al-‘Aql), dan memelihara 
harta (Ḥifẓ al-Mal).34 
Menurut Al-Syatibi salah seorang mażhab Maliki, sebagaimana 
dikutip oleh Rachmat Syafe’i mengatakan bahwa maṣlaḥah al-mursalah 
                                                          
       33 M. Usman,  Rekonstruksi Teori Hukum Islam, (Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara, 2015), 
hlm. 86. 
       34 Ahmad Hafidh, Meretas Nalar Syariah, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 178. 
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adalah setiap prinsip syara’ yang tidak disertai bukti nash khusus, namun 
sesuai dengan tindakan syara’ serta maknanya diambil dari dalil-dalil 
syara’. Maka prinsip tersebut adalah sah sebagai dasar hukum dan dapat 
dijadikan rujukan sepanjang ia telah menjadi prinsip dan digunakan syara’ 
dan digunakan yang qat’i.35 Menurut Ibnu Taimiyah, maṣlaḥah mursalah 
ialah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan 
yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum syara’.36  
Pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata 
dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Artinya, dalam angka 
mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari 
kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas. Maslahat itu merupakan 
sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada di 
setiap lingkungan.37 
2. Pembagian Maṣlaḥah 
Terdapat beberapa kategori dalam pembagian maṣlaḥah  menurut ulama 
uṣul fiqh, diantaranya : 
a. Dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, 
maṣlaḥah dapat dibagi tiga macam yaitu sebagai berikut: 
1) Maṣlaḥah ḍaruriyah 
Maṣlaḥah ḍaruriyah adalah kemaslahatan yang keberadaannya 
sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya kehidupan 
                                                          
       35 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 120 
       36 Mardani, Ushul Fiqh, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 229. 
       37 Miftahul Arifin, Ushul Fiqh Kaidah – kaidah Penerapan Hukum Islam, (Surabaya: Citra 
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manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip maqaṣid 
al-syari’ah itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung 
menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip maqasid al-
syari’ah adalah baik atau maṣlaḥah dalam tingkat ḍaruri. Segala 
usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau 
menyebabkan lenyap atau rusaknya satu diantara lima unsur pokok 
tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya.38 
Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu :39 
a) Memelihara agama (Ḥifẓ al-Din) 
Memelihara agama yaitu dengan menghindakan timbulnya 
fitnah dan keselamatan dalam agama serta mengantisipasi 
dorongan hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan yang mengarah 
kepada kerusakan secara penuh. Karena itu Allah berfirman 
dalam QS. AlBaqarah: 256 sebagai beikut : 
 ِني ِّدلا ِفى َهارِْكالآ 
 ۖ◌  ِّىَغْلا َنِم ُدْش ُّرلا ََّينَـبـَّت دَق
 ۚ◌ ...  
“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), 
sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang 
salah”40 
  
                                                          
        38 Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 349 
        39 Muhammad  Abu  Zahrah,  Ushul  Fiqh,  terj.  Saefullah  Ma’shum  dkk,  (Jakarta:  Pustaka  
Firdaus, 2014), hlm. 451 
        40 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya, (Depok: Adhwaul Bayan, 2015), 
hlm. 42 
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b) Memelihara jiwa (Ḥifẓ al-Nafs) 
Memelihara jiwa merupakan berusaha menjamin keselamatan 
atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk dalam 
cakupan pengertian umum dari jaminan ini ialah jaminan 
keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya 
kehormatan kemanusiaan. Termasuk juga kebebasan dalam 
memilih profesi, kebebasan berfikir serta mengeluarkan 
pendapat, kebebasan berbicara, kebebasan memilih tempat 
tinggal dan lain sebagainya. 
c) Memelihara akal (Ḥifẓ al-‘Aql) 
Memelihara akal ialah berusaha menjamin akal fikiran dari 
kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tidak 
berguna ditengah masyarakat, sumber kejahatan atau bahkan 
menjadi sampah masyarakat. Upaya pencegahan yang bersifat 
preventif yang dilakukan syariat islam sesungguhnya ditujukan 
untuk meningkatkan kemampuan akal fikiran dan menjaganya 
dari berbagai hal yang membahayakan. Diharamkannya 
meminum arak dan segala sesuatu yang memabukkan atau 
menghilangkan daya ingatan adalah dimaksudkan untuk 
menjamin keselamatan akal. 
d) Memelihara keturunan (Ḥifẓ al-Nasl) 
Yaitu memelihara jaminan kelestarian populasi umat manusia 
agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti 
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serta agamanya. Hal itu dilakukan melalui penataan kehidupan 
rumah tangga dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang 
kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan 
tingkat kecerdasan yang memadai. 
e) Memelihara harta (Ḥifẓ al-Mal) 
Memelihara harta yaitu dengan meningkatkan kekayaan secara 
proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi 
kehidupan perekonomian dengan cara curang. 
2) Maṣlaḥah hajiyah 
Kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya 
tidak berada pada tingkat ḍaruriy. Bentuk kemaslahatannya tidak 
secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima 
(ḍaruriy), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti 
dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhaan kebutuhan 
hidup manusia. maṣlaḥah hajiyah juga jika tidak terpenuhi dalam 
kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan 
rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung 
memang bisa mengakibatkan perusakan.41 
3) Maṣlaḥah tahsiniyah 
Maslahat jenis ini adalah sifatnya yang memelihara kebagusan dan 
kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya kemaslahatan 
ini tidak diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan 
                                                          
        41 Ibid, hlm. 349 
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kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan kehidupan 
manusia. Misalnya memakai pakaian yang indah dan harum dalam 
beribadah.42 
b. Dilihat dari segi keberadaan maṣlaḥah menurut syara’ dibagi menjadi 
tiga macam, yaitu :  
1) maṣlaḥah al-mu’tabarah 
Maksudnya adalah kemaslahatan yang didukung oleh syara’. 
Terdapat dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis 
kemaslahatan tersebut. misalnya hukuman atas orang yang 
meminum minuman keras dalam hadits Rasulullah SAW dipahami 
secara berlainan oleh para ulama ushul fiqh disebabkan perbedaan 
alat pemukul yang dipergunakan Rasulullah ketika melaksanakan 
hukuman bagi orang yang meminum minuman keras. Ada hadits 
yang menunjukkanbahwa alat yang digunakan Rasul adalah sandal 
atau alas kakinya sebanyak 40 kali (H.R Ahmad bin Ibn Hanbal 
dan al-Baihaqi) dan adakalanya dengan pelepah pohon kurma juga 
sebanyak 40 kali (HR. Bukhari dan Muslim). Oleh sebab itu Umar 
ibn al-Khatab setelah bermusyawarah dengan para sahabat lain 
menjadikan hukuman dera bagi orang yang meminum minuman 
keras tersebut 80 kali dera. Umar ibn Khatab meng-qiyaskan orang 
yang meminum minuman keras kepada orang yang menuduh orang 
lain berbuat zina. Logikanya adalah seorang yang memunum 
                                                          
       42 Mardani, Ushul Fiqh, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 229. 
48 
 
 
 
minuman keras apabila mabuk, bicaranya tidak bisa terkontrol dan 
diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina. Hukuman 
untuk seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 
kali dera.43 (QS. Al-Nur, 24 : 4).  
2) Maṣlaḥah al-mulgah 
Kemaslahatan yang ditolak oleh syara’, karena bertentangan 
dengan ketentuan syara’. Misalnya, menyamakan bagian warisan  
untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Penyamaan ini boleh jadi  
ada kemaslahatan, tetapi bertentangan dengan ayat Al-Qur’an surah 
An-Nisa’ ayat 11:  
 ْمُك ِذَلْو أ ِفى ُ َّ ا ُمُكيِصُوي ۖ◌  ِْينَـيَـثْـن ُْلاآ ِّظَح ُلْثِم ِرك َّذِلل
  ۚ◌  ـ ـ ـ      
“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)  
anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan 
bagian dua orang anak perempuan.”44 
Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena 
kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban 
membayar mas kawin dan memberi nafkah. 
  
                                                          
        43 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos, 1996) 
        44Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya, (Depok: Adhwaul Bayan, 2015), 
hlm 78. 
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3) Maṣlaḥah al-mursalah. 
Yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan 
syara’ dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara’ 
yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara’ yang 
menolaknya.45 Misalnya peraturan lalu lintas tidak ada nash yang 
secara  khusus atau langsung menyatakan bahwa pemerintah 
berhak atau  wajib mengatur lalu lintas. Tetapi semua orang dengan 
mudah  dapat menyimpulkan bahwa pengaturan lalu lintas bukan 
saja bermanfaat melainkan sangat diperlukan untuk terbinanya  
ketertiban di jalan raya, dan untuk melindungi nyawa manusia dan 
harta kekayaan akibat kecelakaan lalu lintas46 
c. Dilihat dari segi kandungan maslahah, dibagi menjadi :47 
1) Al- maṣlaḥah al- Ammah 
Al- maṣlaḥah al- Ammah adalah  kemaslahatan  yang  menyangkut 
kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini tidak berarti untuk 
kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan  
mayoritas umat atau kebanyakan umat. Contohnya, para ulama  
membolehkan membunuh penyebar bid’ah yang dapat merusak  
akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak. 
  
                                                          
       45 Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh, . . ., hlm. 354. 
       46 Al Yasa’ Abu Bakar, Metode Istislahiah, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 43. 
       47 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, . . ., hlm. 116. 
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2) Al- maṣlaḥah al- Khaṣah 
Al- maṣlaḥah al- Khaṣah adalah kemaslahatan pribadi dan ini  
sangat jarang, seperti kemas lahatan yang berkaitan dengan 
pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan 
hilang (maqfud) 
d. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya maṣlaḥah menurut Muhammad 
Mushthafa al-Syatibi ada dua bentuk, yaitu :48 
1)  Maṣlaḥah al- ṡabitah 
Maṣlaḥah al- ṡabitah adalah kemaslahatan yang bersifat tetap, 
tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban 
ibadah, seperti salat, puasa, zakat dan haji. 
2) Maṣlaḥah al-Mutagayirah 
Maṣlaḥah al-Mutagayirah adalah kemaslahatan yang  berubah-
ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. 
Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan  
muamalah dan adat kebiasaan. Contohnya dalam masalah  
makanan yang berbeda-beda antara satu daearah dengan daerah 
yang lain. 
  
                                                          
       48 Ibid, hlm. 117. 
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3. Syarat kehujjahan Maṣlaḥah Mursalah 
Untuk bisa menjadikan maṣlaḥah al-mursalah sebagai dalil dalam 
menetapkan hukum, ulama Malikiyyah dan Hanabilah sebagaimana 
dikutip oleh Nasrun Haroen, mensyaratkan tiga syarat yaitu :49 
a. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara’ dan termasuk dalam 
jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum. 
b. Kemaslahatan ini bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, 
sehingga hukum yang ditetapkan melalui maṣlaḥah al-mursalah itu 
benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak 
kemudharatan.  
c. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan 
kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu. 
Ulama golongan syafi’iyyah pada dasarnya juga menjadikan maṣlaḥah 
sebagai salah satu dalil syara’. Akan tetapi, Imam Syafi’i memasukkannya 
kedalam Qiyas. Misalnya ia mengqiyaskan hukuman bagi  peminum 
minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh zina, yaitu dera 
sebanyak 80 kali, karena orang yang mabuk akan mengigau dan dalam 
pengigauannya diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina. Al-
Ghazali bahkan secara luas dalam kitab-kitab ushul fiqhnya membahas 
permasalahan maṣlaḥah mursalah. Ada beberapa syarat yang 
                                                          
       49 Ibid, hlm. 122-123 
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dikemukakan al-Ghazali terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan 
hujjah dalam mengistinbatkan hukum, yaitu :50 
a. maṣlaḥah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara’. 
b. maṣlaḥah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash 
syara’. 
c. maṣlaḥah itu termasuk kedalam kategori maṣlaḥah yang dharuri, baik 
menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak 
dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang. 
Pendapat lain dikemukakan oleh Imam Maliki yang menjelaskan  bahwa  
syarat -syarat maṣlaḥah mursalah bisa dijadikan dasar hukum ialah:51 
a. Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber 
dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (maṣlaḥah 
mursalah). Oleh karena itu maslahat tidak boleh bertentangan dengan 
dalil yang  qat’i  dan harus sesuai dengan maslahat yang ingin 
diwujudkan oleh syar’i. 
b. Maslahat itu harus masuk akal (rationable), mempunyai sifat–sifat 
yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya  
diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima. 
c. Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan 
kesulitan yang akan terjadi. Sehingga seandainya maslahat itu tidak 
diambil maka akan menyebabkan kesulitan. 
                                                          
       50 Ibid, hlm. 123 
       51 Muhammad  Abu  Zahrah,  Ushul  Fiqh,  terj.  Saefullah  Ma’shum  dkk,  (Jakarta:  Pustaka  
Firdaus, 2014), hlm. 455. 
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BAB III 
WAHANA PASAR MALAM BERKAH RIA PUTRA 8 
 
A. Profil Berkah Ria Putra 8 
1. Sejarah 
Pasar malam dahulu mempunyai peranan penting dalam menjalin 
komunikasi antara pihak keraton dan rakyat. Pada masa kolonial, 
Konings-Plein atau lapangan Gambir yang pertama kali digelar pada 
1898 lampau, untuk memperingati penobatan Ratu Belanda Wilhelmina, 
menjadi titik sentral hiburan yang setiap tahun dijejali kaum borjuis.1  
Sejarah pasar malam di Indonesia memang cukup panjang. 
Dibawa sejak ratusan tahun lalu oleh para pedagang Cina yang datang ke 
Indonesia sambil menjajakan keramik dan rempah-rempah. Pasar malam 
pertama tercatat di Chang’an salah satu kota terbesar di zaman Dinasti 
Sui di Tiongkok kuno. Di zaman tersebut, penyelenggaraan pasar diatur 
secara ketat oleh kekaisaran. Hingga pada tahun 965 di zaman Dinasti 
Song, kekaisaran menghapuskan larangan berdagang setelah tengah 
malam. Puncak kejayaan pasar malam yang menyebar diseluruh 
Indonesia terasa di tahun 1963 dan kembali semarak pada tahun 2000-an 
dengan berbagai wahana menarik.2 
  
                                                          
       1 Liputan6, “Pasar Malam, Pada Suatu Ketika” dikutip dari https://www.liputan6.com diakses 
19 Mei 2019.  
       2 Jodhi Yudono, “Perjalanan Tong Edan (1)” dikutip dari  
https://www.entertainment.kompas.com diakses 17 Mei 2019.  
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2. Profil Wahana Pasar Malam Berkah Ria Putra 8 
Usaha wahana Berkah Ria dahulu dirintis mulai tahun 1980-an 
oleh Bapak Suryodiryo, kemudian diturunkan kepada anaknya Siswo 
Sarjono dan menjadi cikal bakal suksesnya wahana pasar malam Berkah 
Ria sampai saat ini. Perintisan wahana Berkah Ria oleh Bapak Siswo 
Sarjono dimulai dengan menggunakan gerobak sederhana yang didesain 
seperti bianglala masa kini dan atraksi topeng monyet yang 
dipertontonkan keliling kampung. Semakin lama usaha yang ditekuni oleh 
Bapak Siswo Sarjono ini membuahkan hasil yang baik. Keberhasilan 
usaha wahana pasar malam ini kemudian dirunkan lagi kepada anak-
anaknya, teutama anak laki-lakinya. Dari 9 anaknya, ke 5 anak laki-
lakinya juga mempunyai usaha di bidang wahana hiburan yang sama. Saat 
ini Berkah Ria yang didirikan oleh putra Bapak Siswo Sarjono 
berkembang menjadi beberapa nama berdasarkan urutan anaknya dengan 
tetap membawa nama besar Berkah Ria di depannya.3 
Berkah Ria Putra 8 yang berada di Kasaran, Pasungan, Ceper, 
Klaten merupakan salah satu wahana permainan yang saat ini cukup besar 
dibandingkan dengan yang lain. Perintisan usaha Berkah Ria putra 8 
dimulai tahun 2003 oleh Bapak Muhammad Wahyudi dan Ibu Dhian 
Karnawati, atau yang biasa di panggil Bapak Ahmad dan Ibu Dian. Modal 
pertama dalam perintisan usaha ini adalah 5 unit permainan pemberian 
dari Bapak Siswo Sarjono yang merupakan ayah dari bapak Ahmad dan 
                                                          
       3 Dhian Karnawati, Pemilik Wahana Pasar malam, Wawancara Pribadi, 6 Februari 2019, jam 
13.00 – 15.00 WIB. 
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uang modal milik pribadi saat itu sebesar Rp. 3.000.000 – Rp. 5.000.000. 
Pada setiap kali permainan, laba yang didapatkan digunakan untuk 
membeli set permainan baru yang bertujuan agar usahanya semakin 
berkembang. Dengan konsistensi dan keuletannya, pak Ahmad sekarang 
mempunyai 5 set permainan yang masing–masing set terdiri dari 12 – 15 
unit mainan yang berbeda.4  
Pak Ahmad pernah mencoba berbagai jenis usaha lain sebelum 
akhirnya hanya fokus pada wahana pasar malam ini. Pernah mencoba 
usaha bisnis ternak sapi, sampai usaha di bidang jual beli kayu, namun 
semuanya tidak membuahkan hasil yang baik justru mengalami kerugian. 
Setelah cukup berhasil dalam pengembangan wahana permainan pasar 
malam saat itu, Bapak Ahmad melebarkan jenis usaha ke pembuatan 
wahana permainan. Keberhasilan dalam usaha wahana pasar malam 
kemudian membuatnya melebarkan jenis usaha ke pembuatan wahana 
permainan. Produksi aneka wahana permainan ini ada yang dipakai untuk 
keperluan usahanya sendiri dan ada pula yang merupakan pesanan dari 
wahana hiburan lain. Pembuatan wahana permainan ini bertempat 
dirumahnya di Kasaran, Pasungan, Ceper, Klaten. Di awal berdirinya 
Berkah Ria Putra 8, Pak Ahmad juga mengalami banyak tantangan dari 
mulai persaingan dengan wahana permainan lain sampai terlilit hutang 
dan hampir tidak sanggup membayar sehingga hampir bangkrut.5 Namun 
berkat semangat dan keuletannya, Berkah Ria Putra 8 dapat berkembang 
                                                          
       4 Ibid 
       5 Ibid 
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dan menjadi wahana permainan pasar malam yang besar di wilayah Solo 
Raya. 
B. Operasional Wahana Berkah Ria 
1. Pelaksanaan Pasar Malam 
Setiap usaha wahana permainan pasar malam mempunyai wilayah 
kerjanya masing-masing yang terbentuk berdasarkan adat kebiasaan yang 
berlaku. Diharapkan dengan adanya hal tersebut sesama pemilik wahana 
tidak menyalahi adat kebiasaan tersebut sehingga tidak ada konflik antar 
wahana permainan satu dengan yang lain. Para pemilik wahana 
permainan sebelum menempati lapangan yang akan digunakan terlebih 
dahulu akan menghubungi para pemilik wahana yang lain agar tidak 
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Misalnya Berkah 
Ria Putra 8 biasa menempatkan wahana permainannya setelah Ramadhan 
di Gor Gelarsena Klaten, maka pemilik wahana yang lain tidak boleh 
menempatkan wahana permainan mereka disana kecuali seijin Berkah Ria 
Putra 8 yang sudah merupakan wilayah kerjanya.6 
Pasar malam biasanya diadakan di lapangan atau halaman terbuka 
yang luas. Berkah Ria Putra 8 biasa menyewa tanah lapang atau alun-alun 
kepada pemerintah desa atau kabupaten yang digunakan untuk 
menyelenggarakan pasar malam tersebut. Lama masa sewa tersebut 
berkisar 2 minggu – 4 minggu dengan biaya sewa lahan mulai dari Rp 
10.000.000 – Rp 50.000.000. Omset yang bisa didapat dalam sekali masa 
                                                          
        6 Ibid 
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sewa tersebut mulai dari Rp 50.000.000 – Rp 100.000.000.7 Untuk 
memulai penyelenggaraan pasar malam, Berkah Ria Putra 8 akan 
mengangkut wahana-wahana mereka dengan menggunakan truk ke 
tempat tujuan penyelenggaraan. Sampai ditempat tujuan, wahana-wahana 
tersebut akan di rangkai atau disusun sedemikian rupa sesuai dengan jenis 
wahananya. Penyusunan atau perangkaian ini dilakukan secara manual 
dan berdasarkan pedoman kebiasaan oleh para pekerja yang nantinya juga 
sebagai operator wahana. Persiapan atau perangkaian wahana permainan 
ini berlangsung selama 2 – 3 hari.8 Standar Operational Procedure (SOP) 
pada pengoperasian wahana di pasar malam tidak berjalan sesuai apa 
yang disampaikan oleh pemilik wahana karena kurangnya koordinasi 
antara pemilik dengan pekerja wahana yang menyebabkan SOP yang 
disampaikan oleh pemilik tidak diterapkan saat berada di lapangan. Selain 
itu SOP yang dibuat oleh pemilik hanya disampaikan melalui lisan kepada 
para pekerja, sehingga tidak ada perjanjian tertulis yang mengikat antara 
pemilik dan pekerja untuk mentaati SOP yang ada. 
Wahana pasar malam merupakan salah satu wahana hiburan yang 
murah dan merakyat. Masyarakat biasa mendatangi pasar malam untuk 
berekreasi bersama teman dan keluarga. Untuk masuk ke area wahana 
permainan tidak dikenakan biaya, hanya dikenakan biaya parkir 
kendaraan dan membayar tiket untuk naik wahana permainan jika ingin 
                                                          
        7 Ibid 
  8 Cahyo, Kordinator lapangan, Wawancara Pribadi, di Benteng Vastenburg Surakarta, 10 
Februari 2019, jam 19.00-20.00 WIB 
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mencoba wahananya. Tiket untuk mencoba wahana permainan dikenakan 
harga Rp. 10.000 /orang untuk setiap wahana permainan. Dengan harga 
tiket tersebut, pengunjung bisa menikmati wahana permainan dengan 
durasi waktu ± 5 menit sesuai dengan jenis wahana permainannya.9 Tiket 
yang dibeli pengunjung tersebut mencantumkan harga, dan brand Berkah 
Ria Putra 8. Tidak terdapat didalamnya ketentuan-ketentuan yang harus 
ditaati pengunjung ataupun pengelola serta tidak terdapat tanggung jawab 
yang diberikan pengelola wahana apabila terjadi kesalahan dan kejadian 
yang tidak diinginkan.10  
Pasar malam dengan banyak wahana ini mempunyai prosedur 
kerjanya masing-masing, diantaranya adalah :11 
a. Bianglala 
Gambar 1 
Bianglala Berkah Ria Putra 8 
                                                          
        9 Ibid 
       10 Observasi Wahana Pasar Malam Berkah Ria Putra 8, di Benteng Vastenburg Surakarta, 10 
Februari 2019, jam 19.00 
       11 Ibid 
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Sumber : Dokumentasi Pribadi 
Bianglala atau orang biasa menyebutnya kincir angin adalah 
salah satu icon dari pasar malam. Berkah Ria Putra 8 mematok harga 
sebesar Rp 10.000 /orang dengan durasi waktu 5 – 10 menit untuk 
sekali permainan. Wahana permainan setinggi 30 meter ini terdapat 
kabin-kabin atau ruang untuk dinaiki penumpang didalamnya dan 
akan berputar searah dengan jarum jam. Di dalam kabin-kabin 
tersebut terdapat 2 bangku tempat duduk yang saling berhadapan. 
Bianglala ini bergerak menggunakan mesin penggerak diesel untuk 
memutar karet penggerak bianglala, sehingga bianglala bisa berputar 
dan bisa mengatur pergerakannya lambat atau cepat. 
Tidak ada pedoman khusus dalam pengoperasian bianglala ini 
oleh pihak pekerja wahana permainan. Dalam praktek kerjanya 
dilapangan, 1 kabin biasanya akan diisi 2 – 4 orang yang harus duduk 
dikedua sisi agar kabin seimbang. Tidak ada ketentuan batas tinggi 
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atau berat yang ditetapkan oleh pihak wahana permainan dan pekerja 
untuk para pengunjung yang akan menaiki wahana permainan ini.12 
b. Kora-kora 
Gambar 2 
Wahana Permainan Kora-kora Berkah Ria Putra 8 
 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 
Kora-kora adalah salah satu wahana permainan primadona di 
pasar malam. Durasi permainan ini 3 - 5 menit. Wahana ini berbentuk 
seperti perahu yang dibawahnya terdapat roda yang digerakkan 
menggunakan mesin diesel yang bertujuan untuk menggerakkan kora-
kora dari bagian bawah sehingga dapat bergerak seperti gerakan 
mengayun. Wahana ini terbilang cukup ekstrem dan menguji 
adrenalin. Sama seperti bianglala, tidak terdapat aturan-aturan baku 
seperti tinggi minimal yang harus dicapai ketika pengunjung akan 
mencoba wahana tersebut. Di wahana kora-kora ini terdapat semacam 
seat belt pengaman yang terbuat dari besi yang digunakan ketika 
                                                          
        
12
 Cahyo, Kordinator lapangan, Wawancara Pribadi, di Benteng Vastenburg Surakarta, 10 
Februari 2019, jam 19.00-20.00 WIB 
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pengunjung telah duduk maka seat belt yang terbuat dari besi tersebut 
akan ditutup dipangkuan pengunjung, yang bertujuan untuk 
menghidarkan pengunjung dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun 
seat belt yang bertujuan untuk melindungi pengunjung tersebut masih 
kurang safety karena bisa dibuka tutup dengan mudah. 13 
c. Bom-bom Car 
Gambar 3 
Wahana Pernainan Bombom  Car Berkah Ria Putra 8 
 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 
Bom-bom car adalah mobil mini yang digerakkan 
menggunakan tenaga listrik. Tenaga listrik diperoleh dari jala-jala 
listrik yang berada diatas arena permainan bom-bom car. Tongkat 
penghubung yang menghubungkan antara mobil dengan jala listrik 
diatasnya akan terlihat percikan-percikan listrik karena tegangan 
listrik yang tinggi. Pada setiap mobil terdapat lapisan karet 
disekelilingnya yang berguna saat mobil bertumbukan dengan mobil 
                                                          
        
13
 Observasi Wahana Pasar Malam Berkah Ria Putra 8, di Benteng Vastenburg Surakarta, 10 
Februari 2019, jam 19.00-20.00 WIB. 
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lain, karet tersebut akan meredam efek dari tumbukan sehingga 
penumpang akan tetap merasa nyaman. Permainan ini dapat dinaiki 
oleh 1 – 2 orang dalam setiap mobil. Dalam satu arena bom-bom car 
Berkah Ria Putra 8 terdapat 5 - 12 mobil.14 
Di wahana bom-bom car ini terdapat seat belt pengaman di 
setiap mobil. Pada praktek di lapangan, seat belt tersebut tidak 
difungsikan sebagaimana mestinya. Pengunjung yang menaiki wahana 
permainan ini tidak ada satupun yang menggunakan pengaman 
tersebut saat menaiki wahana permainan. Selain itu terdapat beberapa 
seat belt yang tidak berfungsi dengan baik. Pengaman tersebut 
seharusnya dapat digunakan dengan baik oleh para pengunjung untuk 
meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Penggunaan seat 
belt juga tidak diinstruksikan oleh pekerja wahana permainan, 
sehingga pengunjung juga tidak menganggap hal tersebut penting. 
Para pekerja justru mencontohkan hal yang tidak baik yaitu berdiri di 
belakang mobil bom-bom car pada saat permainan dimainkan, seperti 
gambar yang tertera diatas.15 
Peraturan yang dibuat pemilik wahana permainan adalah 
pengunjung bom-bom car yang naik permainan tersebut apabila 
membawa atau mengajak anak-anak menaiki permainan tersebut harus 
duduk sendiri, artinya tidak boleh duduk dipangku oleh orang dewasa. 
                                                          
        
14
 Cahyo, Kordinator lapangan, Wawancara Pribadi, di Benteng Vastenburg Surakarta, 10 
Februari 2019, jam 19.00-20.00 WIB 
         15 Observasi Wahana Pasar Malam Berkah Ria Putra 8, di Benteng Vastenburg Surakarta, 10 
Februari 2019, jam 19.00-20.00 WIB. 
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Pada prakteknya dilapangan hal tersebut sangat wajar terjadi dan 
dilakukan oleh para pengunjung yang mengajak anak-anak untuk 
menaiki wahana tersebut. para pekerja juga tidak menginstruksikan 
hal tersebut kepada pengunjung, sehingga pengunjung menganggap 
hal tersebut biasa dan aman untuk mereka. Akibatnya pernah terjadi 
kecelakaan yang disebabkan oleh hal tersebut. Kecelakaan ini terjadi 
karena anak-anak dipangku orang dewasa kemudian terjadi tumbukan, 
karena pangkuannya terlepas akhirnya anak-anak tersebut terjatuh dan 
mengalami luka dibagian kepala. Pengunjung kemudian menuntut 
pertanggung jawaban dari pihak penyelenggara wahana pasar malam 
dan mengkritik mengenai keamanan wahana permainan. Pihak 
wahana permainan memberikan pertanggung jawabannya berupa 
biaya kompensasi pengobatan sebesar biaya nota Rumah Sakit yang 
diberikan kepada pihaknya.16 
d. Ombak Banyu 
Ombak banyu adalah salah  satu wahana permainan di pasar 
malam yang cukup banyak peminatnya. Ombak banyu ini berbentuk 
lingkaran yang terdapat tempat duduk disekeliling wahana. Wahana 
ini bergerak menggunakan tenaga manusia, bukan mesin diesel seperti 
wahana-wahana yang telah disebutkan sebelumnya. Cara kerja 
wahana ini yaitu pengunjung menaiki wahana tersebut dengan tangan 
yang diharuskan berpegangan pada sandaran tempat duduk bagian 
                                                          
        
16
 Dhian Karnawati, Pemilik Wahana Pasar malam, Wawancara Pribadi, 6 Februari 2019, jam 
13.00 – 15.00 WIB. 
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belakang, kemudian pekerja akan mendorong wahana tersebut agar 
berputar dan kemudian bergelayutan di wahana tersebut naik turun 
sehingga pengunjung merasa seperti kapal yang terkena ombak di 
laut.17 
Gambar 4 
Wahana Permainan Ombak Banyu Berkah Ria Putra 8 
 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 
Tidak ada pengaman yang dibuat atau disediakan di permainan ombak 
banyu ini. Durasi untuk wahana ini berkisar ±5 menit.  
e. Jet Coaster 
Jet coaster merupakan wahana permainan yang tergolong 
baru daripada wahana-wahana yang telah disebutkan diatas. Wahana 
ini termasuk ekstrem dan menguji adrenalin pengunjung yang 
menaikinya. Walaupun tergolong baru, wahana ini sudah menjadi 
                                                          
        
17
 Observasi Wahana Pasar Malam Berkah Ria Putra 8, di Benteng Vastenburg Surakarta, 10 
Februari 2019, jam 19.00-20.00 WIB. 
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favorit bagi para pengunjung. Durasi permainan ini sekitar 3-5 menit. 
Wahana ini berbentuk seperti kereta yang dipacu dengan kecepatan 
tinggi dengan lintasan rel tersendiri. Rel lintasan ini biasanya berkelok 
dan tinggi sehingga membuat adrenalin terpacu saat menaikinya. 
Gambar 5 
Wahana Jet Coaster yang dinaiki pekerja tidak pada tempatnya 
 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 
Di wahana Jet Coaster ini terdapat pengaman seperti yang 
terdapat di wahana kora-kora, yaitu besi yang ditangkupkan 
dipangkuan pengunjung. Tidak ada peringatan atau petunjuk khusus 
bagi pengunjung yang akan menaiki wahana ini. Para pekerja di 
wahana ini menurut penulis kurang memperhatikan dan 
mencontohkan keselamatan kepada pengunjung. Seperti yang terdapat 
pada gambar diatas bahwa para pekerja justru naik wahana dengan 
tidak duduk pada tempatnya dan tidak memakai pengaman yang 
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disediakan.18 Hal ini seharusnya dapat dihindari karena dapat memicu 
persepsi keselamatan yang salah oleh para pengunjung wahana 
tersebut. Para pekerja seharusnya dapat mencontohkan hal-hal yang 
baik dalam prosedur keselamatan, kenyamanan dan keamanan agar 
pengunjung juga dapat mencontoh hal tersebut. 
2. Bentuk Perlindungan dan Tanggung Jawab Wahana Berkah Ria 
Putra 8 terhadap Konsumen 
Wahana Permainan Berkah Ria dalam prakteknya tidak luput 
dari kecelakaan yang terjadi pada konsumennya. Baik kecelakaan tersebut 
berasal dari faktor konsumen sendiri atau faktor internal seperti kelalaian 
pekerja atau kurang safetynya wahana permainan. 
Berikut beberapa kecelakaan yang terjadi di wahana permainan 
Berkah Ria Putra 8 beserta tanggung jawab yang diberikan: 
a. Kecelakaan Bianglala 
Pada perayaan Sekaten yang digelar di Yogyakarta terdapat 
berbagai penyelenggara wahana hiburan pasar malam, salah satunya 
adalah Berkah Ria Putra 8 yang turut serta meramaikan acara yang 
digelar setiap tahunnya tersebut. Acara ini digelar oleh Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan kota Yogyakarta. Pada Minggu, 11 
November 2011 terjadi kecelakaan pada bianglala yang dioperasikan 
oleh Berkah Ria Putra 8.19  
                                                          
        
18
 Observasi Wahana Pasar Malam Berkah Ria Putra 8, di Benteng Vastenburg Surakarta, 10 
Februari 2019, jam 19.00-20.00 WIB. 
        19 Tribun News, “Kronologi Lengkap Bianglala Terbalik di Sekaten Yogyakarta”, dikutip 
dari https://jatim.tribunnews.com diakses pada 15 Juni 2019. 
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Gambar 6 
Kecelakaan Bianglala Berkah Ria Putra 8 di Sekaten Jogjakarta 
 
Sumber : https://jatim.tribunnews.com, 
Kronologi kejadian tersebut yaitu pada saat bianglala berputar terdapat 
beberapa kabin yang terisi penumpang, artinya tidak semua kabin 
terisi penumpang. Pada saat itu salah satu kabin dinaiki oleh satu 
keluarga yang terdiri dari bapak, ibu dan satu anak balita. Pada 
awalnya, pengunjung duduk dikedua sisi tempat duduk bianglala. 
Ketika bianglala berputar dan berada diatas, keluarga tersebut 
berpindah posisi duduk untuk berfoto bersama sehingga hanya 
menempati salah satu dari sisi kabin bianglala saja. Kabin diatas dan 
kabin dibawah yang dinaiki oleh penumpang tidak terisi oleh 
penumpang lain. Karena duduk di salah satu sisi kabin tersebut, kabin 
yang dinaiki menjadi berat sebelah dan menyangkut kabin lain yang 
tepat berada diatas dan dibawah kabinnya. Karena tersangkut oleh 
kabin yang lain akhirnya kabin yang dinaiki satu keluarga tersebut 
68 
 
menjadi terbalik dan penumpang didalamnya hampir terjatuh. Para 
pekerja yang mengetahui hal tersebut segera mengevakuasi 
penumpang didalamnya secara manual. Tidak ada korban jiwa dan 
luka-luka akibat peristiwa ini, namun korban mengalami shock. 
Korban menolak dibawa ke Rumah Sakit oleh pihak wahana 
permainan dan memilih untuk langsung pulang.20 
Setelah terjadinya kecelakaan tersebut, pihak Berkah Ria 
Putra 8 mengundang Perusahaan Jasa Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja (PJK3). Tim ahli dari Semarang ini didatangkan untuk 
memeriksa standar keamanan dan kelayakan seluruh wahana 
permainan. Tim ahli mengecek berbagai aspek wahana permainan, 
mulai dari kekuatan struktur las, kelayakan mesin penggerak, hingga 
sistem pengereman. 
  
                                                          
         
20
 Dhian Karnawati, Pemilik Wahana Pasar malam, Wawancara Pribadi, 6 Februari 2019, 
jam 13.00 – 15.00 WIB. 
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Gambar 7 
Analisa Kecelakaan Bianglala 
 
Sumber : https://radarjogja.jawapos.com 
Tim ahli juga mengecek kekuatan kontruksi wahana. Ada dua 
peralatan khusus yang digunakan tim ahli saat melakukan pengecekan. 
Salah satunya adalah magnetic particle test yang berfungsi untuk 
melihat kekuatan partikel dalam besi.21 Bianglala yang menyebabkan 
insiden tersebut bukan merupakan wahana permainan milik Berkah 
Ria Putra 8, akan tetapi wahana tersebut merupakan pesanan dari 
                                                          
        21 Radar Jogja, “Aman, tapi Menghormati Intruksi Wali Kota” dikutip dari 
https://radarjogja.jawapos.com diakses pada 15 Juni 2019 
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penyelenggara wahana permainan lain, saat itu Berkah Ria memakai 
bianglala pesanan tersebut karena terdapat beberapa event pasar 
malam yang diselenggarakan secara bersamaan sehingga memerlukan 
lebih banyak wahana permainan, dan kebetulan terdapat wahana 
bianglala pesanan yang belum akan dikirim kepada pemesan, jadi 
pihak Berkah Ria Putra 8 memakainya terlebih dahulu. Bianglala 
tersebut belum pernah melalui tes uji yang dilakukan oleh PJK3.22 
Pada saat penulis menaiki wahana bianglala ini, terjadi pula 
insiden karet pemutar pada mesin diesel penggerak bianglala putus. 
akibatnya saat itu bianglala berhenti kurang lebih 2 menit tidak 
berputar, dan posisi penulis berada pada puncak bianglala. Hal ini 
sempat membuat panik pengunjung yang menaiki wahana permainan 
ini. Beruntungnya karet penggerak bisa segera diganti dan bianglala 
dapat berputar normal kembali.23 
b. Kecelakaan Bom-bom Car 
Wahana permainan bom-bom car memiliki pengamanan 
berupa seatbelt yang berada pada mobil mainannya. Setiap 
pengunjung yang akan menaiki wahana ini diharapkan menggunakan 
pengaman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pemilik 
wahana mengatakan bahwa pihaknya telah memberi pengertian 
kepada pekerjanya untuk selalu mengingatkan pengunjung agar 
                                                          
        
22
 Dhian Karnawati, Pemilik Wahana Pasar malam, Wawancara Pribadi, 6 Februari 2019, jam 
13.00 – 15.00 WIB. 
       23 Observasi pengoperasian wahana bianglala, di Alun-alun Sukoharjo, 21 Juli 2019 
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menggunakan seatbelt yang sudah disediakan dan menghimbau 
pekerjanya untuk selalu menginstruksikan kepada pengunjung yang 
akan menaiki bom-bom car, terutama yang membawa anak-anak 
untuk tidak duduk dipangku orang dewasa, jadi anak-anak harus 
duduk sendiri. Namun dalam pelaksanaannya dilapangan penggunaan 
seatbelt dan instruksi yang harus disampaikan oleh pekerja tidak 
dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sangat banyak, bahkan hampir 
tidak ada yang menghiraukan penggunaan seatbelt untuk keamanan 
dan tidak ada penginstruksian pekerja kepada para pengunjung seperti 
yang diharapkan pemilik wahana.  
Pernah terjadi kecelakaan pada wahana bom-bom car ini 
yang mengakibatkan korban terluka di bagian kepala. Hal ini terjadi 
pada anak-anak yang duduk dipangku oleh orangtuanya saat menaiki 
wahana bom-bom car. Pada saat terjadi tumbukan antar mobil, anak 
tersebut terjatuh dari pangkuan orangtuanya dan kepalanya terbentur 
lantai wahana bom-bom car. Orangtua korban menuntut pihak wahana 
permainan untuk bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Pihaknya 
juga mengklaim bahwa pihak wahana permainan lalai dalam 
pelaksanaan permainan dan tidak mengasuransikan apa yang menjadi 
haknya sebagai konsumen. Kemudian pihak wahana permainan 
Berkah Ria Putra 8 memberikan pertanggung jawabannya berupa 
penggantian biaya  Rumah Sakit. Penggantian biaya ini dilakukan saat 
korban sudah mendapat penanganan medis, kemudian membawa nota 
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Rumah Sakitnya kepada wahana Berkah Ria Putra 8 untuk ditukarkan 
sejumlah uang berdasarkan nominal nota tersebut.24 
c. Kecelakaan Ombak Banyu 
Pada wahana permainan Ombak banyu ini tidak terdapat seatbelt atau 
pengaman lain untuk pengunjung yang menaiki wahana ini. 
Pengunjung menaiki wahana ini dengan tangan berpegangan pada 
sandaran tempat duduk bagian belakangan sedangkan wahana ini 
termasuk dalam kategori wahana ekstrem yang memerlukan 
perlindungan lebih untuk para pengunjung dalam pengoperasiannya. 
Di wahana ombak banyu ini pernah mengalami kecelakaan yang 
menimpa pengunjung yang mengakibatkan luka-luka. Kecelakaan ini 
terjadi karena pada saat wahana ini sudah di terombang - ambing 
pengunjung yang tangannya hanya berpegangan pada sandaran kursi 
bagian belakang tidak kuat dan terlepas pegangannya sehingga 
mengakibatkan pengunjung langsung terjatuh ke tanah. Pengunjung 
terjatuh dari ketinggian 3 meter. Hal tersebut membuat para pekerja 
langsung melarikannya ke Rumah Sakit terdekat dan wahana 
permainan Berkah Ria Putra 8 bertanggung jawab  membiayai seluruh 
biaya pengobatan Rumah Sakit.25 
Dari beberapa peristiwa kecelakaan yang telah terjadi, 
konsumen atau pengunjung yang ingin menaiki wahana permainan pasar 
malam tidak mengalami penurunan pada event-event selanjutnya. 
                                                          
        24 Ibid 
        
25
 Cahyo, Kordinator lapangan, Wawancara Pribadi, di Benteng Vastenburg Surakarta, 10 
Februari 2019, jam 19.00-20.00 WIB 
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Konsumen mengaku bahwa sebenarnya ada ketakutan tersendiri saat 
menaiki wahana ekstrem di pasar malam, namun dirinya penasaran dan 
tetap ingin mencoba.  Konsumen menilai bahwa pengamanan dari pihak 
penyelenggara wahana sudah cukup baik, namun perlu adanya 
peningkatan dan penertiban lagi supaya tingkat keamanan yang diberikan 
kepada konsumen semakin baik lagi dan bisa membuat pengunjung merasa 
aman menaiki wahana-wahananya.26 
                                                          
        26 Dwi, Pengunjung, Wawancara Pribadi, di Benteng Vastenburg Surakarta,  10 Februari 
2019, jam 19.00-20.00 WIB. 
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BAB IV 
ANALISIS UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA 
REKREASI DAN MAṢLAḤAH MURSALAH TERHADAP 
PASAR MALAM BERKAH RIA PUTRA 8 KLATEN 
 
A. Analisis Undang – Undang Terhadap Perlindungan Konsumen Jasa 
Rekreasi Pasar Malam Berkah Ria Putra 8 
Wahana permainan Berkah Ria Putra 8 berusaha melakukan hal-hal 
yang menjadi hak konsumen tersebut agar pengunjung atau konsumen merasa 
nyaman, aman sehingga dapat menaiki wahana permainan dengan selamat. 
Hal ini diwujudkan dengan pemasangan pengaman yang ada di beberapa 
wahana permainan, namun ada pula wahana permainan yang tidak dilengkapi 
dengan seatbelt atau pengaman padahal wahana permainan tersebut adalah 
wahana yang cukup ekstrem dan beresiko tinggi. Wahana permainan ini 
adalah ombak banyu. Wahana ini seharusnya dilengkapi dengan pengaman 
mengingat wahana tersebut wahana yang cukup berpotensi tinggi terjadi 
kecelakaan yang membahayakan pengunjung.  
Hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan 
kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang 
harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Seperti yang telah dijelaskan pada Bab II, 
menurut pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 
kewajiban pengusaha adalah : 
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1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 
Hal ini dilakukan oleh pihak wahana permainan Berkah Ria Putra 8 dalam 
kaitannya dengan pengunjung yang mengalami kerugian saat menaiki 
wahana permainana. Pihaknya akan mencoba menyelesaikan dengan cara 
baik-baik sesuai dengan permintaan pelanggan dan mengakui kesalahan 
yang terjadi apabila hal tersebut benar berasal dari pihaknya yang bersalah. 
2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 
perbaikan dan pemeliharaan. 
Dalam hal ini para pekerja wahana permainan Berkah Ria Putra 8 tidak 
memberikan informasi kepada pengunjung mengenai hal-hal yang 
berkaitan dengan wahana permainan, seperti pada bom-bom car yang 
seharusnya apabila naik bersama anak-anak tidak boleh dipangku, tetapi 
para pekerja wahana tidak menginstruksikan demikian. 
3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif. 
Dalam pelayanan kepada konsumen para pekerja sudah melayani 
konsumen dengan baik dan tidak diskriminatif terhadap konsumen. Semua 
konsumen diperlakukan sama. Namun kurang benar dalam melakukan 
pelayanan untuk keselamatan konsumen karena pekerja wahana kurang 
memperhatikan penggunaan dan pemasangan pengaman/seatbelt secara 
benar kepada konsumen yang menaiki wahana. 
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4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa 
yang berlaku. 
Pengujian kelayakan permainan oleh lembaga atau ahli terkait, dalam hal 
ini PJK3 (Perusahaan Jasa Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dilakukan 
oleh Berkah Ria Putra 8 pada saat setelah terjadi kecelakaan bianglala 
terbalik di Jogja  bukan merupakan cerminan dari ayat ini, karena 
pengusaha seharusnya melakukan uji kelayakan terlebih dahulu sebelum 
produk atau jasa tersebut digunakan oleh konsumen. Dari tes magnetic 
particle test yang dilakukan ahli terkait, hasilnya diketahui bahwa wahana 
permainan aman. Insiden bianglala tersebut diduga karena desain dari 
bianglala itu sendiri yang menyebabkan terjadinya insiden. 
Pengujian terhadap wahana-wahana permainan juga harus dilakukan 
secara berkala agar menjamin keselamatan dari struktur rancang maupun 
dari segi desain wahananya tersebut. 
5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba 
barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas 
barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. 
Dalam wahana permainan ini konsumen tidak berkesempatan menguji atau 
mencoba wahana yang ditawarkan oleh penyelenggara pasar malam. 
Selain itu tidak ada jaminan khusus atau garansi yang tertera pada tiket 
masuk wahana permainan pasar malam Berkah Ria yang memuat 
ketentuan-ketentuan tersebut, Jaminan khusus atau garansi yang 
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seharusnya menjadi kewajiban pengusaha seharusnya tertera pada tiket 
masuk wahana agar antara konsumen dan pengusaha kuat dalam segi akad. 
Disamping itu posisi konsumen akan menjadi lebih diperhatikan dan 
terjamin apabila ada jaminan atau garansi yang tertera, sehingga dapat 
dipertanggung jawabkan. 
6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat 
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan. 
Pada saat terjadi kecelakaan pada pengunjung wahana permainan Berkah 
Ria Putra 8, pemilik akan bertanggungjawab memberikan kompensasi 
ganti rugi kepada pengunjung yang mengalami kerugian. Kerugian 
tersebut berupa uang pengganti biaya pengobatan Rumah Sakit. 
7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 
perjanjian. 
Tidak terdapat perjanjian yang terjadi di awal transaksi antara pengunjung 
dengan pihak penyelenggara untuk pemberian kompensasi atau ganti rugi 
atas jasa yang diberikan. Walaupun tidak terdapat perjanjian atas hal 
tersebut, pemberian kompensasi atau ganti rugi tetap akan diberikan oleh 
pihak penyelenggara wahana pasar malam apabila terjadi kecelakaan yang 
besarannya berdasarkan biaya pengobatan Rumah Sakit. 
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B. Analisis Maṣlaḥah Mursalah Terhadap Perlindungan Konsumen Jasa 
Rekreasi Pasar Malam Berkah Ria Putra 8 Klaten 
Perlindungan konsumen jasa rekreasi pasar malam Berkah Ria Putra 
8 menurut analisa maṣlaḥah mursalah sejalan dengan UU No. 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen untuk melindungi apa yang menjadi hak dari 
konsumen. Hal ini termasuk dalam kategori maṣlaḥah dharuriyah, karena 
perlindungan konsumen di tempat rekreasi pasar malam adalah usaha yang 
secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip 
maqasid al-syariah, salah satunya yaitu memelihara jiwa (Ḥifẓ al-Nafs). 
Karena apabila tidak terdapat salah satu dari ke-lima unsur tersebut artinya 
kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa. 
Wahana permainan ekstrem yang terdapat di pasar malam Berkah 
Ria Putra 8 dapat mengancam jiwa konsumen apabila terjadi kecelakaan di 
wahana tersebut, sedangkan dalam maṣlaḥah al-mursalah yang telah 
dipaparkan diatas terdapat prinsip memelihara jiwa (Ḥifẓ al-Nafs). untuk itu 
pihak wahana permainan Berkah Ria Putra 8 berusaha memberikan bentuk 
perlindungan kepada konsumennya seperti pemberian pengaman atau seatbelt 
pada wahana permainannya. Selain itu pihak penyelenggara akan 
bertanggung jawab mengganti kerugian apabila terjadi kecelakaan saat 
menaiki wahana permainan. Hal ini dimaksudkan agar pengunjung merasa 
aman saat menaiki wahana tersebut, sehingga salah satu dari kelima unsur 
pokok tadi dapat terpenuhi yaitu melindungi jiwa (Ḥifẓ al-Nafs).  
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Perlindungan yang diberikan oleh pihak penyelenggara wahana pasar 
malam masih kurang maksimal dalam pelaksanaannya karena kondisi 
pengaman yang tidak terpasang dengan baik, seat belt yang kurang erat, dan 
ada yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu tidak ada instruksi 
pekerja wahana yang mengharuskan para pengunjung menggunakan alat 
pengaman, sehingga pengunjung menganggap penggunaan pengaman bukan 
suatu hal yang penting. Seharusnya pihak penyelenggara berkoordinasi 
dengan para pekerja lebih memperhatikan aspek pengamanan wahana dan 
menjadi perhatian utama dalam pengoperasian wahana pasar malam ini 
karena berhubungan dengan keselamatan jiwa pengunjung supaya 
pengunjung tetap bisa menggunakan wahana permainan dan tetap terlindungi 
jiwanya (Ḥifẓ al-Nafs)  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan, dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Bentuk perlindungan konsumen di tempat rekreasi pasar malam Berkah 
Ria Putra 8 Klaten, diwujudkan dengan adanya : 
a. Pengaman/seatbelt yang terdapat di hampir semua wahana 
permainannya. Fungsi dari pengaman ini adalah melindungi 
pengunjung agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, namun 
dalam prakteknya alat-alat pengaman ini ada yang tidak berfungsi 
sebagaimana mestinya. 
b. Ganti rugi dalam bentuk penggantian biaya Rumah Sakit sebagai 
bentuk Tanggungjawab yang diberikan oleh penyelenggara pasar 
malam apabila terjadi kecelakaan pada pengunjung saat menaiki 
wahana permainan. 
2. Dalam tinjauan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 
yang dikaitkan dengan jasa rekreasi pasar malam Berkah Ria Putra 8 
Klaten, telah berusaha memenuhi apa yang menjadi hak-hak konsumen 
meskipun dalam prakteknya belum dilakukan secara maksimal. Terutama 
dalam hal keamanan, kenyamanan dan keselamatan yang selalu ingin 
dikedepankan oleh penyelenggara walaupun masih banyak terdapat 
kendala seperti kurang jelasnya koordinasi SOP (Standar Operational 
Procedure) yang hanya disampaikan secara lisan oleh pemilik wahana 
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kepada pekerja, sehingga tidak terlaksana sebagaimana mestinya saat 
pengoperasian wahana oleh para pekerja. Kendala yang lain juga datang 
dari pihak pengunjung sendiri yang terkadang sudah diintruksikan namun 
tidak mengindahkan hal tersebut. Tanggung jawab atau kompensasi ganti 
rugi juga diberikan oleh pihak penyelenggara wahana pasar malam apabila 
terjadi kecelakaan pada saat pengunjung menaiki wahana permainan 
tersebut, hal ini sesuai dengan UU No.8 Tahun 1999  
3. Maṣlaḥah mursalah dalam perlindungan konsumen di tempat jasa rekreasi 
pasar malam Berkah Ria Putra 8 Klaten berada pada tingkat dharuriy, 
karena melindungi salah satu dari 5 unsur pokok dalam maqasid al-
syariah yaitu melindungi jiwa (Ḥifẓ al-Nafs). Namun perlindungan 
keselamatan oleh pengusaha jasa wahana hiburan belum dilakukan secara 
maksimal karena dalam prakteknya terdapat alat-alat pengaman yang tidak 
berfungsi sebagaimana mestinya seperti pengaman pada bom-bom car,  
alat pengaman jetcoaster yang kurang erat, dan tidak adanya pengaman 
pada wahana ombak banyu. Alat-alat pengaman pada wahana haruslah 
menjadi prioritas utama dalam pengoperasian wahana pasar malam karena 
berkaitan langsung dalam melindungi jiwa (Ḥifẓ al-Nafs) para konsumen 
yang menaiki wahana-wahana permainan yang ada. 
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B. Saran 
1. Adanya pembuatan SOP yang dilakukan oleh pemilik wahana permainan 
yang harus ditaati pekerja maupun pengunjung sehingga untuk pekerja 
dapat melayani pengunjung dengan baik sesuai SOP, dan untuk 
pengunjung agar dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan 
sehingga dapat meminimalisisr kejadian yang tidak diinginkan  
2. Lembaga pemerintah terkait wahana permainan pasar malam melakukan 
pengecekan secara berkala pada setiap penyelenggara permainan agar 
tidak ada lagi kejadian merugikan yang disebabkan belum terujinya 
model dan struktur wahana permainan. 
3. Pengusaha jasa wahana hiburan mencantumkan jaminan atau garansi yang 
diberikan kepada konsumennya supaya  
4. Pengunjung tempat wahana permainan di pasar malam haruslah lebih 
berhati-hati dalam menaiki setiap wahana dan menggunakan alat 
keamanannya serta selalu mematuhi instruksi yang sudah diberikan 
pekerja wahana. 
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PEDOMAN WAWANCARA PENGUSAHA 
 
1. Bagaimana sejarah berdirinya wahana permainan Berkah Ria Putra 8? 
2. Berapa modal dan pengelolaan wahana permainan di awal berdiri? 
3. Bagaimana wilayah kerja dari wahana ini mengingat banyaknya wahana 
permainan lain? 
4. Bagaimana sistem sewa lahan yang akan di tempati untuk wahana permainan 
ini? 
5. Berapa rata-rata omset dalam 1 kali masa sewa? 
6. Berapa omset yang didapat dalam 1 kali periode masa sewa? 
7. Dari mana ide desain dari wahana permainan serta struktur perakitannya? 
8. Apa saja kendala yang dihadapi oleh wahana permainan Berkah Ria Putra 8? 
9. Pernahkah terjadi kecelakaan pada saat wahana hiburan berlangsung? Dan 
apa saja bentuk pertanggung jawaban dari pihak penyelenggara wahana 
hiburan? 
10. Apa saja antisipasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara untuk 
meminimalisir kecelakaan yang terjadi di wahana permainan Berkah Ria 
Putra 8?  
  
PEDOMAN WAWANCARA PENGUNJUNG 
 
1. Apa yang membuat wahana pasar malam menarik menurut pengunjung? 
2. Bagaimana dengan keamanan dan kenyamanan yang ada di setiap wahana di 
pasar malam ini? 
3. Apa yang akan pengunjung lakukan apabila terjadi hal-hal yang tidak 
diinginkan ketika pengunjung menaiki wahana permainan? 
4. Hal apa saja yang pengunjung lakukan untuk melindungi diri sendiri saat 
menaiki wahana permainan? 
  
PEDOMAN WAWANCARA PEKERJA / KOORDINATOR 
 
1. Dalam pembuatan atau perbaikan wahana permainan, adakah ketentuan-
ketentuan yang harus dilaksanakan? 
2. Bagaimana persiapan yang dilakukan sebelum adanya event pasar malam? 
3. Hal apa saja yang harus diperhatikan dalam pengoperasian wahana-wahana 
hiburan? 
4. Adakah ketentuan khusus dalam pengoperasian wahana hiburan ini? 
5. Apa saja tindakan yang dilakukan apabila terjadi kecelakaan pada wahana 
permainan Berkah Ria Putra 8? 
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